PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan H. Boeyasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kode Pos 70814

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 07 TAHUN 2026

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang

Mengingat

1.

. a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib

prosedur serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan
pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut,
perlu menetapkan standar pelayanan dalam sebuah
Standar Operasional Prosedur;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Standar
Operasional Prosedur pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Laut;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);




Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856};
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 62);



Menetapkan :
: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang

KESATU

KEDUA

KETIGA

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun Nomor 65);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 60 Tahun 2024
tentang Peraturan Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2024 Nomor 60);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2025
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Operasional Prosedur pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Laut dengan susunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

: Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU merupakan acuan bagi Aparatur Sipil
Negara (ASN) Badan Pendapatan Daerah dalam
melaksanakan tugas baik kepada pihak internal maupun
eksternal.

: Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada

Diktum KEDUA terdiri dari:

a. Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan
Pendataan Pajak Daerah;

b. Standar Operasional Prosedur Ajuan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);

c. Standar Operasional Prosedur Keberatan Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);

d. Standar Operasional Prosedur Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Baru;

e. Standar Operasional Prosedur Mutasi Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);

f. Standar Operasional Prosedur Pembuatan Billing Pajak
Daerah selain PBB-P2 dan BPHTB;

g. Standar Operasional Prosedur Perhitungan dan
Penetapan Pajak Daerah Self Assesment;
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aa.
bb.

CcC.

Standar Operasional Prosedur Perhitungan dan
Penetapan Pajak Daerah Official Assesment;

Standar Operasional Prosedur Penetapan Pajak Catering
dan Rumah Makan (Self Assesment} secara Online;
Standar Operasional Prosedur Penetapan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
Standar Operasional Prosedur Penetapan Mutasi Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2};
Standar Operasional Prosedur Penetapan Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

Standar Operasional Prosedur Penetapan Pemberian
Pembebasan BPHTB untuk Masyarakat Berpenghasilan
Rendah;

Standar Operasional Prosedur Penonaktifan Objek Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
Standar Operasional Prosedur Keberatan Pajak Daerah;
Standar Operasional Prosedur Pemberian Pengurangan /
Pembebasan Pajak Daerah;

Standar Operasional Prosedur Pembatalan Ketetapan
Pajak Daerah;

Standar Operasional Prosedur Penetapan Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
(SKPDKBT) Pajak Daerah;

Standar Operasional Prosedur Penetapan Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) atau
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil {SKPDN) Pajak
Daerah;

Standar Operasional Prosedur Permohonan Penerbitan
Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);

Standar Operasional Prosedur Penagihan Pajak Daerah
Self Assessment;

Standar Operasional Prosedur Penagihan Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB);

Standar Operasional Prosedur Penagihan Pajak Daerah
Qfficial Assessment;

Standar Operasional Prosedur Pegendalian Penagihan
Pajak Daerah Self Assessment;

Standar Operasional Prosedur Pegendalian Penagihan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

Standar Operasional Prosedur Pengendalian Pelaporan
Pajak Daerah;

Standar Operasional Prosedur Pengendalian Pemakaian
Alat Tapping Box;

Standar Operasional Prosedur Pengendalian Pelaporan
Pengambilan Air Tanah;

Standar Operasional Prosedur Pengendalian Reklame
Habis Masa Tayang;



dd. Standar Operasional Prosedur Pengendalian Reklame
Baru Yang Telah Terpasang Dan Belum Meyelesaikan
Kewajiban Penyelenggaraan Reklame;

ee. Standar Operasional Prosedur Pengendalian Pelaporan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

ff. Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Pajak

Daerah;

gg. Standar Operasional Prosedur Perencanaan Pendapatan
Daerah;

hh.Standar Operasional Prosedur Pelaporan Pendapatan
Daerah;

ii. Standar Operasional Prosedur Pembinaan Pengelolaan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
Jj- Standar Operasional Prosedur Pelayanan Porporasi.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 11 Februari 2026
—=KEPALA BADAN PENDAPATAN

/70 SAIDAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

\*\%, “MANDRIS EVONY, S.STP, M.SI
’ BINA UTAMA MUDA/IVC
1P, 19790928 199711 1 001
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK DAERAH

Peluksanaan Mutu Baku
P Keshbld. | porgnar,
Na. Kegiatan ehg3s | oowgas Operator| Pendaftaran & | Kepala Keterangan
Wafib Pajak | Pendaftaren & Apikas/Sistem | Pendatash Pakk Pajak Daerah, mzum_uzg Kelenglkapan Wakiu Gutput
Pendataan Pelayaran &
i t A PBB P2 i0 A PBRPZ
1 FC. dentilas Wafb Pajak/Kuasarnya Merit §1 FC.identilas Wajb Pajak/iKuasarya
2 FG. kepemiikan tanah (seftifikat/sporadivsegelidan 2 FC.xepemiikan tanah (sertifikatisporadik/segelidan
3 sejenls lainnya 3 sejanls lainmya
4 Photo visunl Objek Pajak 4 Photovisual Objek Pajak
§ FG. SPPT PBB P2 terdekst dalam satu [alan/satu RT § FC.SPPT PBB P2 terdekat datam sat jalar/satu RT
B BPHTB B BPHTB
1 FG. identitas Wajib Pajak {penjual dan perrbef) 1 FC. ldentitas Wafib Pajak {penjual dan pembel)
2 FC. SPPT PEB P2 terbary knes pajaknya 2 FC.SPPT PBB P2 terbaru nas pagknya
Melakuken pendattaran 3 FC. sertiflkat tanah uniuk Peralihen Hak 3 FC. sertifikat taneh uniuk Peralihan Hak
1 Pajak Dagrah 4 FC. 5K Pémberian Hek Biru untuk Pembarian Hak 4 FC.5K Pemberian Hak Baru untuk Pemberlan Hek
5 FC. kwitansi transaks! jual bel Objek Pajak § FC. kwitans! ransaksl jal bei Objek Pajak
6 FC. Surat Waris dan Akia Kematian bila Hak Warls B FC. Surnt Wards dan Akta Kematian bita Hak Waris
+ 7 Photo visual Objek Pajak 7 Photo visual Objek Fajak
L C Pejak Dasrah (fainnya) C Pajak Daerah (lalnnya)
1 FC.lidentitas Wajib PajakvKuasanya (pemilik/ 1 FC.identitas Wajb Pajak/Kuasanya (pemlti/
penengqungawab/bengela’a) penangg.ngjawab/pengelola)
2 FC. terkait Perizinan (NIB/Surat zin UsahaIMBABS [zin 2 FC. terkalt Perizinan {NIB/Surat lzin UsehaAMB/PBG 12in
Reame/SIPANUR) Rekiame/SIPAIUP)
A PBB P2; 20 A PBRFZ;
1 Surat Permohonan Pendattaran PBB P2 Menit (1 Surat Permohenan Pendaftaran PBE P2
2 Surat Pernyataan dketatwl oleh Kepala Desaturah 2  Surat Pernyataan diketahul cleh Kepala Desa/Lurah
3 SPOP den LSPOFR harus ¢tandatangan Wafb Pajak 3 SPOP dan LSPOP harus ditandatangan Wall Pajak
4 FC.ldentitas Wajib Pajak/ruasanya 4 FC.idenfitas Wafb Pajek/Xuasarya
& FC. kepemiikan tanah (serifikat/sporadk/segetidan 5 FGC. kepemilikan tanah (sertifikat'sporadik/segelidar:
sejeris lafhrya sefenis lainnya
6 Pholo isual Objek Pajak 6 Photo visual Oblek Pajak
7 FG. SPPT PRRB P2 fardekdt dalam sate jalarvsaty RT 7 FG.SPPT PB8 P2 terdekat dalam satu jelarvsatuy RT
L B BPHTB B BPHTB
Menetima bianko 1 Surat Permohonan Pendaftaran BPHTB 1 Surat Permohonan Pendafiaren BFHTB
formedir, berias & U 2 FC.identilas Wafib Pajak {penjual dan pembet) 2 FG.identitas Wajib Pajak (penjual dan pembeb)
2 kelengikapan dokumen 3 FC. SPPT FB8 F2 ferban) kinas pejaknya 3 FG.SPPT PBB P2 terbaru lunas pajaknya
Pendafaran Pajak 4 FC. serifikat tanah untuk Peralihan Hak 4 FG. seriifikat tanah untuk Perakhan Hak
Daerah, mengs! dan 5 FC. SK Pamberian Hak Benu uniui Permbarian Hal 5 FG. 5K Pemberian Hak Baru untuk Pemberien Hak
memyerahkan kembal 6 FC. kwitansi transaksl jual bell Objek Pajak 68 FG.xwitans| transassi ual bell Objek Pejak
T
]

7 FC. SuratWaris dan Akta Kematian blla Hak Waris
8 Photo visups Objek Pejak

C Pajek Dagrah (lainnya)

1 Surat Pemaohenan Pendaftaran Pajak Daerah

2 FC. ldentitas Wajih Pojai/Kuasanya (pemili/
penangguhgawatipengeiola)

3 FC. terkait Perizinan (NIB/Surat lzin Useha\MB/FBG (zin
Reliame/SIPAIUP)

[N e

[=)

FG. Surat Warls dan Akta Kematian bila Hak Waris
Pheto visusl Objek Pajak

Pajak Daerah (lalnnya)

Surnt Permohonan Pendaftaran Pajak Daereh

FC. Identitas Wajb Pajak/Muasartya (pemilik!
Penenggunglawabipengeiala)

FC. terkalt Parizinan (NIB/Sirat [zin Usaha/IMB/PBG Izin
Rekame/SIPANUP)




| Memeriksa blanko
formulir, berkas &
|kelengkapan dokumen
Pendaftaran Pajak
Daerah

A PBB P2,

1 Surat Permohonan Pendaftaran PBB P2

2 Surat Pernyataan diketahui oleh Kepala Desa/lurah

3 SPOP dan LSPOP harus ditandatangani Wajib Pajak

4 FC. Identitas Wajib Pajak/Kuasanya

§ FC. kepemiiikan tanah (sertifikat/sporadik/segelidan
sejenis lalhnya

6 Photo visual Objek Pajak

7 FC. SPPT PBB P2 terdeket dalam satu jalan/satu RT

B BPHTB

1 Surat Permohenan Pendaftaran BPHTB

2 FC. Identitas Waijib Pajak (penjual dan pembeli)

3 FC. SPPT PBB P2 ferbaru lunas pajaknya

4 FC. sertifikat tanah untuk Peralihan Hak

§ FC. SK Pemberian Hak Béru untuk Pemberian Hak
6 FC. kwitansi transaksi jual bell Objek Pajak

7 FC. SuratWaris dan Akta Kematian bila Hak Waris
8 Photo visual Objek Pajak

C Pajak Daerah (lainnya)

1 Surat Permohonan Pendaftaran Pajak Daerah

2 FC. identitas Waijib Pajak/Kuasanya (pemiik/
penanggungiawab/pengeloa)

3 FC. terkaif Perizinan (NIB/Surat Izin Usaha/IMB/PBG izin
Reklame/SIPANUP)

10
Menit

Blanko formuiir, berkas & kelengkapan dokumen yang sudah
disi & dilengkapi Wajib Pajak

Memverifikasi/

of

LT

Blanko formuiir, berkas & kelengkapan dokumen yang sudah
diisl & dilengkapi Wajib Pajak

15
Menit

Blanko formulir, berkas & kelengkapan dokumen yang sudah
difsi & diengkapi Waijib Pajak terverifikasitervalidasi

y
memvalidasi Dokumen
Wajib Pajak
Blanko formulir, berkas & kelengkapan dokumen yang sudah| 20 |Blanko formulr, berkas & kelengkapan dokumen yang
Memperbaiki Blanko Menit

Formuiir Pendaftaran
Pajak Dagrah

-

diisi & dilengkapi Wajib Pajak terdapat kekeliruan/
kekurangan

dilengkapi dan diperbaiki (terkoreksi) Waijb Pajak

1
! Blanko formuyir, berkas & kelengkapan dokumen yang sudah| 1  |Laporan/Berita Acara hasil pendataan lapangan
" \O‘lo diisi & dilengkapi Waijib Pajak terverifikasi/ tervalidasi atau | Hari
Pendataan Lapangan Ll s terkoreksi
1 Blanko formulir, berkas & kelengkapan dokumen yang 15 | Blanko formulir, berkas & kelengkapan dokumen yang sudah
Mendaftarkan/input sudah diisi & dilengkapi Wajib Pajak terverifikasi/ Menit |dilsi & diengkapi Waijib Pajak terverifikasi/ tervalidasi atau
Kedalam Database e tervalidasi atau terkoreks! terkoreksi terekamfersimpan di Aplikas|/System Perpajgkan
Pajak Daereh 2 Sistem/Aplikasi Perpajakan BAPENDA Kab. Tanah Laut (database)
Surat Pengukuhan \Wajib Pajak/NPWPD 5 |Surat Pengukuhan Wajib PajakNPWPD yang sudah tercetak
Menerbitkan Surat Menit
Pengukuhan Waijib
Pajak/NPWPD
Surat Pengukuhan Waijib Pajak/NPWPD yang sudah Surat Pengukuhan/NPWPD
Menerima Surat tercetak
Pengukuran/Kartu

NPWPD




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR {SOP) AIUAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Petuqas Kasubbid Ket
Wajib Pajak Pela m_._m n Pelayanan dan Kelengkapan Waktu Output
Y Informasi
1 Calon Wajlb Pajak menyampaikan Ajuan BPHTB dengan
Lampiran :
a. _uos_svw mju Waijib Pajak
b. Fotokepi Kartu Keluarga
¢. Foto Visual Objek Pajak Derkas Py s | 5 Ment wm“ummwm.wmmasz
d. Fotokopl Surat Kepemilikan Tanah P
e. Surat Keterangan Kematian {opsional)
f. Surat Keterangan Ahli Waris/ Hibah (opsional)
g. Surat putusan pengadilan (opsional)
2 Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas
persyaratan permohonan BPHTEB
Jika lengkap, dilanjutkan proses selanjutnya dan atau Berkas Persyaratan . .
diberikan tanda terima kepada wajib pajak ajuan BPHTB 10 Menit | Tanda Terima
Jika tidak lengkap, dikembalikan kepada wajib pajak
3 | Menyerahkan berkas persyaratan permohonan BFHTB
kepada Kasubbid Pelayanan dan Informasi Betkas Persyaratan 2 Menit Berkas Persyaratan
ajuan BPHTB ajuan BPHTB
4 | Melakukan verifikasi berkas persyaratan permohaonan Berk
as Persyaratan
BPHTB w.mwxmwwmﬂmm_aﬁm: 5 Menit { ajuan BPHTB
! terverifikasi
5 Menerima berkas permohenan BPHTB yang telah di 5 ,
verifikasi Berkas Petsyaratan erkas Persyaratan
ajuan BPHTB 2 Menit | ajuan BPHTB
terverifikasi terverifikasi
& | Menyerahkan berkas permohonan BPHTB yang telah di Bork -
verifikasi kepada operator Berkas Persyaratan erkas Persyaratan
ajuan BPHTB 2 Menit | ajuan BPHTE
terverifikasi terverifikasi
7 | Menerima berkas BPHTR dari operator
Betkas BPHTB 2 Menit | Berkas BPHTB




Menyerahkan BPHTR kepada wajib pajak sekaligus
meminta tanda tangan wajib pajak sebagai tanda telah
diterimanya BPHTB

Berkas BPHTB

2 Menit

Tanda Terima

A=)
—ANDRIS m<Oz< S. STP, M. Si

. Pemhina Utama Muda (1V/c)
a 119790028 199711 1001




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEBERATAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Petuqas Kasubbid Ket
Wajib Pajak Pela m:m " Pelayanan dan Kelengkapan Waktu Output
y Informasi
1 Calon Wajib Pajak mengambil, mengisi, menandatangani .
Formullr Keberatan SPPT PBB-P2 mwﬁ_m_"_uﬁm_wm.wmqmﬁm: 5 Menit | Formulir terisi
2 | Calon Wajib Pajak menyampaikan Formulic Keberatan
dengan rm:%:m: : Serk
a. SPPT PBB-P2 yang diajukan keberatan erkas
b. Fotokopl KTP Wajib Pajak me_wm«mmﬁM”_.mu_wm_uﬂﬂm: 5 Menit Persyaratan
c. Fotokopl Surat Kepemilikan Tanah PBB-P2 Keberatan SPPT
d. Surat Kuasa Apabila Dikuasakan PBB-P2
e,
3 | Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas
persyaratan permohcnan Keberatan SPPT PBB-P2
Jika lengkap, dilanjutkan proses selanjutnya dan diberikan mwwwwwﬁwmﬁm«ummﬂmz 16 Menit | Tanda Terima
tanda terima kepada wajib pajak PBB-P2
Jika tidak lengkap, dikembalikan kepada wajib pajak
4 | Menyerahkan berkas persyaratan permohonan keberatan Berkas
SPPT PBB-P2 kepada Kasubbid Pelayanan dan Informasi Berkas Persyaratan Persyaratan
Keberatan SPPT 2 Menit Keberatan SPPT
PBB-P2 ghan
PBB-P2
5 | Melakukan verifikasi berkas persyaratan permohonan Berkas Persyaratan Berkas
keberatan SPPT PBB-P2 Keberatan SPPT 5 Menit | Persyaratan
PBB-P2 terverifikasi
6 Menerima berkas permohonan Keberatan SPRPT PBB-P2
yang telah di verifikasi Berkas Persyaratan Berkas
Keberatan SPPT 2 Menit | Persyaratan
PBB-P2 terverifikasi terveritikasi
7 | Menyerahkan berkas permohonan keberatan SPPT PBB-
P2 yang telah di verifikasi kepada petugas survei Betkas Persyaratan Berkas
Keberatan SPPT 2 Menit | Persyaratan
PBB-P2 terverifikasi terverifikasi
8 %msmzs_w mﬂ_u.m Mwm-ﬂm yang telah di survei dan SPPT PBB-P2 Wajib SPPT PBB-P2
Isesualkan darl operator Pajak yang telah 2 Menit | Wajib Pajak yang
disesuaikan telah disesuaikan




Menghubungi dan menyerahkan SPPT PBB-P2 kepada
wajib pajak sekaligus meminta tanda tangan waijib pajak
sebagai tanda telah diterimanya SPPT PBB-P2

SPPT PBB-F2 Wajib
Pajak

2 Menit

Tanda Terima




"

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENDAFTARAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG {SPPT) PAIAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN {PBB-P2) BARU

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Petuaas Kasubbid Ket
Wajib Pajak Pela m:u " Pelayanan dan Kelengkapan Waktu Qutput
y Informast
1 Calon Wajib Pajak mengambil, mengisi, menandatangani :
Formulir Petmohonah Pendaftaran SPPT PBEB-P2 Wmﬁ“wwﬂm::mwﬂﬁmz 5 Menit | Formulir terisi
PBB-P2
2 | Calon Wajib Pajak menyampalkan Formulir Pendaftaran
dengan Lampiran ;
a. Fotokopi KTP Wajib Pajak
b, Surat Pernyataan dari Kelurahan/Desa Berkas
c. Foto Visual Objek Pajak _muwmwmﬂwﬂwmm_wm%: 5 Menit | Persyaratan
d. Fotokopi Surat Kepemilikan Tanah PBB-P2 Pendaftaran
e. Fotocopy SPPT PBB-P2 Tetangga di Jalan yang A SPPT PBB-P2
Sama
f. Surat Kuasa Apabila Dikuasakan
3 Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas
persyaratan permohonan pendaftaran SPPT PBB-P2 baru
. . . Berkas Persyaratan
Jika lengkap, dilanjutkan proses selanjutnya dan atau . .
diberikan tanda terima kepada wajib pajak Wm_mmwwm:.m: SPPT 10 Menit | Tanda Terima
Jika tidak lengkap, dikembalikan kepada wajib pajak
4 | Menyerahkan berkas persyaratah permohonan Berkas
pendaftaran SPPT PBB-P2 baru kepada Kasubbid o P T | 2 wment | Peryaratan
Pelayanan dan Informasi PBR.P2 Pendaftaran
SPPT PBE-P2
5 | Melakukan verifikasi berkas persyaratan permohonan Berkas Persyaratan Berkas
pendaftaran SFPT PBB-P2 baru Pendaftaran SPPT 5 Menit | Persyaratan
FPBR-pP2 terverifikasi
& Menerima umﬁxmm._um:so:o:ms pendaftaran SPPT PBB-P2 Betkas Persyaratan Berkas
baru yang telah di verifikasi Pendaftaran SPPT 2 Menit | Persyaratan
PBB-P2 terverifikasi terverifikasi
7 | Menyerahkan berkas permohonan pendaftaran SPPT
PBB-P2 baru yang telah di verifikasi kepada operator wa_mmmm;wme:v\Mme: 2 Menit WM”_MWMES:
PBB-P2 terverifikasi terverifikasi
8 | Menerima SPPT PBB-P2 baru dari operator ..
SPPT PBB-P2 Wajib 2 Menit SPPT PBB-P2

Pajak

Wajib Pajak




Menyerahkan SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak
sekaligus meminta tanda tangan wajib pajak sebagai
tanda telah diterimanya SPPT PBB-P2

SPPT PBB-P2 Waijib

Pajak 2 Menit | Tanda Terima
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MUTAS! SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Petuaas Kasubbid Ket
Waijib Pajak | o m_s o | Pelayanan dan Kelengkapan Waktu Output
Y Informasi
1 Calon Wajib Pajak mengambil, mengisi, menandatangani X
Formulir Permohonan Mutasi SPPT PBB-P2 Formulir Permohonan . NPT
Mutasi SPPT PBB-P2 | B Menit | Formulir terisi
2 | Calon Wajib Pajak menyampaikan Formulir Mutas! dengan
Lampiran :
a. SPPT PBB-P2 tahun berjalan atau sebelumnyz v
b. Fotokopl KTP Wajib Pajak Berkas
c. Foto Visual Objek Pajak Berkas Persyaratan 5 Menit Persyaratan
d. Fotokop! Surat Kepemilikan Tanah Mutasi SPPT PBB-P2 Mutasi SPPT
e. Surat Kuasa Apabila Dikuasakan PBB-P2
f. Kuitansi Pembelian (opsional)
d. Surat Keterangan Ahli Waris/ Hibah (opsional)
h.
3 Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas
persyaratan permohonan mutast SPPT FBB-P2
Jika lengkap, dilanjutkan proses selanjutnya dan atau Berkas Persyaratan . .
diberikan tahda terima kepada wajib pajak Mutasi SPPT PBB-p2 | 10 Menit | Tanda Terima
Jika tidak lengkap, dikembalikan kepada wajib pajak
4 | Menyerahkan berkas persyaratan permohonan mutasi Berkas
SPPT PBB-P2 kepada Kasubbid Pelayanan dan Informasi Berkas Persyaratan 5 Menit Persyaratan
Mutasi SPPT PBB-P2 Mutasi SPPT
PBB-p2
5 | Melakukan verifikasi berkas persyaratan permohonan Berkas
mutasi SPPT PBB-P2 Hmhﬁmm vmwm.wﬂww_wm 5 Menit | Persyaratan
513 - tervetifikasi
6 | Menerima amﬁxm.m permohonan mutasi SPPT PBB-P2 yang Berkas Persyaratan Berkas
telah di verifikasi Mutasi SPPT PBB-P2 | 2 Menit | Persyaratan
terverifikasi terverifikasi
7 | Menyerahkan berkas permohonan mutasi SPPT PBB-P2 Berk
yang telah di verifikasi kepada operator w_mﬁmmm_, Mm_m,w‘wmwwvm 2 Menit _umﬂmwwﬁm:
terverifikasi terverifikasi
8 whmsmmam SPPT PBB-P2 yang telah disesuaikan dari SPPT PBB-P2 Wajib SPPT PBR-P2
perator Pajak yang talah 2 Menit | Wajib Pajak yang

disesuaikan

telah disesuaikan




Menyerahkan SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak
sekaligus meminta tanda tangan wajib pajak sebagai
tanda telah diterimanya SPPT PBB-P2

SPPT PBB-P2 Waijib

Pajak 2 Menit | Tanda Terima
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMBUATAN BILLING PAJAK DAERAH SELAIN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

Pelaksana Mutu Baku Ket
No Kegiatan
Wajib Pajak _uﬂﬂumnwz Kelengkapan Waktu Cutput

A

Calon Wajib Pajak mengambll, mengisi, menandatangani .

Formulir Pehdaftaran NPWPD (apabila belum terdaftar) n_ﬂeﬂm_m Pendaftaran 5 Menit Formulir terisi
2 | Calon Wajik Pajak menyampaikan Formulir NPWPD dengan

Lampiran : )

a. Fotakopl KTP Wajib Pajak (sebagai pemilik)

b. Fotokop! NPWP Berkas Persyaratan 5 Menit Berkas Persyaratan

c. Fotokopl! Nomor lzin Berusaha (NIB) untuk Badan Usaha Pendaftaran NPWPD Pendaftaran NPWPD
3 Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan

pendaftaran NPWPD

Jika lengkap, dilanjutkan proses selanjutnya Berkas Persyaratan 5 Menit Berkas Persyaratan

Jika tidak lengkap, dikembalikan kepada wajib pajak Pendattaran NPWPD Pendaftaran NPWPD
4

Menyerahkan berkas persyaratan permohonan kepada

Subbid Pendataan untuk didaftarkan sebagai wajit pajak Berkas Persyaratan 2 Menit NPWPD telah

baru Pendaftaran NPWPD terdaftar
5 | NPWPD telah terdaftar sebagal Em_.nc pajak, wajib pajak

yang baru mendaftar akan diberikan kartu NPWPD NPWPD telah terdaftar 5 Menit Kartu NPWPD
6

Pengajuan pembuatan billing J&mx daerah (pajak PBJT

mMelaporkan secara mandiri melalui aplikasi Papadaan, dan ; - . .

untuk pajak Air Bawah Tanah, pajak Reklame, dan pajak wmmwﬂcms billing pajak 10 Menit wﬂ_mm mumﬂﬂm@%:%m:

MBLB menggunakan perhitungan dari petugas Bapenda

bardasarkan jumlah pemakaian




Billing pajak daerah telah tersedia dan diserahkan kepada
waijib pajak serta siap untuk dibayarkan

Billing pajak daerah 2 Menit Billing pajak daerah

- xme.r» BADAN PENDAPATAN DAERAH
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH

BELF ASSESMENT

Pelaksana Mutu Baku Ket.
Sub Bidang
No Uralan Kegiatan Perhltungan dan Bendahara
Sub Bid Pelayanan
Wajlb Pajak ngm_“m.on”u Pwm Penetapan Pajalk Penerimaan/ Relengkapan Walkitu Output
Daerah Bukan PBB- Buank
: P2 dan BPHTB
1. |Pelugas pelayan#n pada Sub

bidang Pelayanan dan Informasi ™

menyampaikan blanko Surat

Pemberitahuan Pajak daerah Menyerahkan blanko Menylapkan blanko . .

(SPTPD) Kepada Wajib Pajak, ﬁ SPTPD SPTPD 3 {tiga) menit | Dokumen SPTPD

J
2. |Waijib pajak anmqmam dan L]
mengisi blanke SPTPD yang Mengisid
disampaikan petigas pajak tsldan
menyerahkan hlanko .. | Dokumen laporan
dengan lengkap dan benar. SPTPD laporan SPTPD (10 {sepuluh) menit SPTPD
3. [Patugas pelayanan menerima

SPTPD yang sudah diisi dan

meneruskan ke Subbidang gmﬁ”ﬂﬁﬂ%ﬁ:g

Perhltungan dan Penetapan untuk . . . | Dokumen laporan

. . S
memeriksa kelengkapan isian 1} vw.nﬂw:ﬂmm”_hwmm lapotan SPTPD 3 {tiga) menit SPTPD
SPTPD. penetapan pajak
4. |Sub bidang _uo—::_.__._nm: dan 1
penetapan pajak daerah
i M iksa SPTPDd .

i i Rean b e ot
pajak/Nota perhitungan pajak {10 (sepuluh) menit| perhitungan pajak
perhitungan daerah daerah

Kegiatan
_ dilaksanakan




Pelaksana Mutu Baku Ket.
Sub Bidang
Uraian Kegiatan Perhitungan dan Bendahara
Wajib Pajak Sub W“anﬂm.ownﬂwﬂnnb Penetapan Pajak Penerimaan/ Kelengkapan Waktu OQutput
i Daerah Bukan PBB- Bank
P2 dan BPHTB . .
Sub bidang perhitungan dan pada hari kerja
penetapan pajak daerah .
menerbitkan dan menyerahkan ?._m_._mlu_ﬁ”m: Mm: et
surst kebstapen pajak daersh BMMMMH..MM mm_.cm_”m" mw““x mum.w”_._ 10 (sepuluh) menit Dokumen
if A
SPTPDISKPD (Self Assesment). merah SPTPD/SKPD SPTPD/SKPD
SPTPD/SKPD
Petugas pelayanan menerima _
SKPD yang sudah diterbitkan dan .
menyerahkan kepada Wajib Surat Ketetapan
: Mei hkan SKPD . ; ; Dokumen
Fajak. ] out me%nmw paiak || Pajak Daerah 3 (tiga) menit | gpronskPD
SPTPD/SKPD
Wajib pajak menerima surat
ketetapan pajak daerah dan Uang pembayaran
melakukan pembayaran pajak Menerima Uang pembayaran | pajak dan SKPD,
terutang. SKPDdan pajak dan SKPD, ID |10 (sepuluh) menit ID Billing
Pembayaran Billing Pembayaran Pembayaran
Bendahara penerimaan/ Bank
menerima vmaua.ﬁa: dan Bendahara Bukti tanda lunas Dokumen tanda
memberikan buldi tanda lunas Penerimaan/ pembayaran/Surat 3 (tiga) menit lunas/Surat
pembayaran. Bank Setoran pajak daerah (tig Setoran pajak
(SSPD) daerah (SSPD)
wam_mv Pajak Bozm—._a,m ”ME tanda Bukti tanda lunas Dokumen tanda
unas pembayaran pajak daerah pembayaran/Surat ) . lunas/Surat
SELESAI Setoran pajak daerah 3 (tiga) mentt Setoran pajak
(SSPD) daerah (SSPD)

LA BADAN PENDAPATAN DAERAH
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

VERIFIKASI PAJAK KATERING DAN RUMAH MAKAN ONLINE

SELF ASSESMENT
Pelaksanaan Mutu Bakm
. Verifikator pada
el v Keglaton Wafib Pajak Bidang Pechitungan Bendabara |y ) nekapan Waktu Output et
dan Penetapan pajak | Penerimann/Bank
daerah
1. |Walib pajak katering dan
rumah makan rielaporkan Hmvwnmb
nota penjualan dan Input/Upload penjualan ) . Dokumen
perhitungan pajak laporan data Pajak dan 3 (tiga) menit 1
{(Input/Upload data pajak) perhitungan , aporan
melalui aplikasi ajak
papadaan.citigov.id pa
2. |Petugas verifikator
menerima data, melakukan Nota Uo“_._amum
verifikasi data dan I iualan dan N
mefakukan perHitungan Verifikasi Data mem_%ncﬂmms 5 (lima) menit) Humm.m—.um_,.mn dan
pajak metalui aplikasi aiak perhitungan \
smartgov P&y pajak- -
3. |Wajib pajak
melakukan unduh
dokumen ketetapan pownload dokumen surat
pajak daerah dan 1D SPTPD/SKPD * SPTPD/SKFD | 3 (tige) menit wmﬁmmwmwn ah )
Billing pembayaran - " MMMWW&NS
sanalcan
4. |Wajib pajak | Uang Uang pada hari kerja
melakukan pembayaran pembayaran
pembayaran pajak , pajak, surat .| pajak, surat
(Tunai/ trensfer) umacm.«ﬂw”?_,?:m_\ ketetapan 10 {sepuluh) menity; “° tapan
pajak dan ID pajak dan ID
Billing Billing
5. |Bendahara
: Tanda bukti
penerimaan /Barnk
menerima v@.n.zum%mwmﬂ Bendahara wmbmw. EM.HM“ / 3 (tiga) menit WM_MHM__MM as/ N
dan memberikan bukti Penerimaan/ | |PETPAY (tiga) m .
tanda lunas Bank m:.umn setoran SPD
Pembayaran pajak dasrah




Wajib pajak menerima Tanda bukti
bukti tanda lunas SELESAI = tanda lunas Dokumen
pembayaran m u pembayaran/ 3 (tiga) menit  [tanda lunas/
Surat setoran SSPD
pajak daerah
—
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

Pelaksana Mutu Baku
Bldang Pendaftaran
Bidang Perhitungan
Ne KEGIATAN dan Penetapan Fajak Dacrah, Wajib Pajalk Kelengkapan Waktu Output
Pajak Daerah Pelayanan dan
Informasi i
1 [Wajib Pajak menyerahkan berkas Berkas Permohonan |15 menit Berkas Pendaftaran
permohenan ke Bapenda Menyerahkan
Surat
Permohonan
2 |Petugas Pelayanan menerima berkas Berkas Permohonan |15 menit Berkas Pendaftaran
permohonart, dan memverifikasi yang sudah
kelengkapan berkas permchonan. diverifikasi
3 [Petugas Pelayanan menyerahkan berkas ¥ Disposisi 15 menit Berkas Pendaftaran
permohonan ke Bidang Perhitingan dan Menyerahkan yang sudah
Penetapan Pajak Daerah berkas diverifikasi
permohonan
4 |Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Data Objek Pajak 15 menit Data Ohjek Pajak
Daerah untuk dilakukan penginputan pada Menerima
Sistem Berkas dan
Input sistem
I
5 |Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak v SPPT PBB-P2 15 menit SPPT PBB-P2
Daerah menetapkan dan menerbitkan SPPT | | pegerbitan SPPT
dan menyerahkan SPPT ke Bagian PBB-F2
Pelayanan untuk diserahkan ke wajib pajak
6 |Bagian pelayanan menerima dan SPPT PBB-P2 15 menit SPPT PBB-P2
menyerahkan SPPT ke wajib pajak Menerima dan
> Menyerahkan
SPPT PBB-P2
7 |Wajib Pajak menerima SPPT dan melakukan SFPT PBB-P2 15 menit SPPT PBB-F2
pembayaran Menerima

SPPT PBB-P2




Pejabat yang dapat menandatangani dokumen Ketetapan Pajak Daerah yaitu Kepala Bapenda, Kepala Bidang yang
membidangi, atau Kepala Sub Bidang yang membidangi.

Kelengkapan Berkas Persyaratan Permohonan Pendaftaran Baru PBR-P2, yaitu:

. Burat Permohonan berupa SPOP dan LSPOP yang ditanda tangani oleh Wajib Pajak;

. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri lainnya;

. fotokopi kartu keluarga;

- fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat atan dokumen lain yang sejenis);

. fotokopi PBG bagi yang memiliki;

. fotokopi NPWP (bagi yang memiliki NPWP);

- surat keterangan penguasaan tanah dari Kepala Desa/Lurah (untuk objek yang belum memiliki sertifikat); dan

. dokumen pendukung lainnya yang diperlukan,

(Peraturan Bupati Tanah Laut No. 60 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 4

Ayat (1))
/7: E:WV
NE f ?

XN U LW~

7

ADAN PENDAPATAN DAERAH
N TANAH LAUT,

=_. § EVONY, 8. STP, M. si
ing Utama Muda (IV/c)

. \w@qoooum 199711 1 061




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENETAPAN MUTASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

Pelaksana Mutu Baku
NO KEGIATAN Bidang Perhitungan Enﬂﬂmﬂﬂ“ﬁwﬁﬂ
dan Penetapan Pela d ! Wajib Pajak Relengkapan. Waktu Output
Psjak Daerah ¢ ayanas can
Informasi
1 |Wajib Pajak menyeralikan berkas Berkas Permohonan |15 menit Berkas Pendaftaran
permohonarn ke Bapenda Menyerahkan
Surat
Permohonan
2 |Petugas Peldyanan menerima berkas Menerima dan Berkas Permohonan |15 menit Berkas Pendaftaran
permchonan, dan memverifikasi memverifikasi yang sudah
kelengkapan berkas permochonaf. berkas diverifikasi
ermohaonan
3 |Petugas Pelayanan menyerahkan berkas L Disposisi 15 menit Berkas Pendaftaran
permohonan ke Bidang Perhitungan dan Menyerahkan yang sudah
Penetapan Pajak Daerah berkas diverifikasi
permohonan
4 |Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Data Objek Pajak 15 menit Data Objek Pajak
Daerah untuk dilakukan penginputen pada Menerima
Sistem Berkas dan
Input sistem
I
5 |Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak ! SPPT PBB-P2 15 menit SPPT PBB-P2
Daerah menetapkan dan menerbitkan SPPT | | peperbitan SPPT
dan menyerahkan SFPT ke Bagian PBB-P2
Pelayanan untuk diserahkan ke wajib pajak
6 |Bagian pelayanan menerima dan SPPT PBB-P2 15 menit SPPT PBB-P2
menyerahkan SPPT ke wajib pajak .
7 |Wajib Pajak menerima SPPT' dan melakukan SPPT PBB-P2 15 menit SPPT PBB-F2
pembayaran Menerima

SFPT PBB-P2




Pejabat yang dapat menandatangani dokumen Ketetapan Pajak Daerah yaitu Kepala Bapenda, Kepala Bidang yang
membidangi, atau Kepala Sub Bidang yang membidangi.

Kelengkapan permohonan mutasi objek dan subjek PBB-P2 meliputi:
1. surat permohonan mutasi,

2. bukti perolehan/pengalihan Objek Pajak;

3. SPPT tahun berjalan yang diajukan mutasi;

4. mengisi SPOP dan LSPOP;

5. fotokopi SSPD BPHTB;

6. fotokopi identitas kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;

7. fotokopi kartu keluarga;

8. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat atau dokumen lain yang sejenis);

9. surat keterangan penguasaan tanah dari Kepala Desa/lurah (untuk objek yang belum memiliki sertifikat); dan
10. surat kuasa (apabila dikuasakan).
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

Pelaksana Mutu Bakn
NO KEGIATAN Bidang Perhitungan | *! wawm Poorel
dan Penetapan Pajak Pela * Wajih Pajak Kelengkapan Waktu Output
Daerah elayanan dan
Informasi
1 |Wagjib Pajak menyerahkan berkas Berkas Permolionan {15 menit Berkas Pendaftaran
permohonan ke Bapenda Menyerahkan
Surat
Permohonan
2 |Petugas Pelayanan menerima berkas Menerims dan Berkas Permohonan |15 menit Berkas Pendaftaran
permchonan, dan memverifikasi kelengkapan memverifikasi vang sudah
berkas permohonan. berkas diverifikasi
permohonan
3 |Petugas Pelayanan menyerahkan berkas 3 Disposisi 15 menit Berkas Pendaftaran
permohonan ke Bidang Perhitungen dan Menyerahkan yang sudah
Penetapan Pajak Dacrah berkas diverifikasi
permehonan
4 |Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Data Objek Pajak 15 menit Data Objek Pajak
D dilaku inputan . .
. “Nw% untuk kan penginp pada Verifikasi Berkas
& Input sistem
]
5 |Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak ] SPPD BPHTB 15 menit SPPD BPHTB
Daerah menerbitkan 8SPD dan menyerahkan | | Penerbitan SSpPD
S8PD ke Bagian Pelayanan untuk diserahlan
ke wajib pajak
6 |Bagian pelayanan menerima dan SPPD BPHTB 15 menit SPPD BPHTB
menyerahkan SSPD ke wajib pajak
7 |Wajib Pajak menerima SSPD dan melakukan SPPD BPHTB 15 menit SPPD BPHTB
pembayaran Menerima
SSPD




PERMOHONAN PENERBITAN SSPD BPHTB MELALUI PPAT

Bid. Perhitungan m_._wm_m“ wﬁwwnamu
NO KEGIATAN dan Penetapan > PPAT Wajib Pajalz
Pajak Daerah Pelayanan dan
Informasi
1 |Wajib Pajak menyerahkan berkes
permohonan penerbitan SSPD BPHTR Menyerahkan
melalui PPAT Surat
Permohonan
Y
Euﬁ. melakukan penginputan pendaftaran Menetima don
ke sistem penginputan
pendaftaran melalui
sistern
A 4
2 |Bidang Perhitungdan dan Penetapan Pajak
Daerah melgkukan verifikasi berkas dan Verifikasi Berkas
melakukan penetapan BPHTB dan Penetapan
BPHTB
3 |Bidang Perhitungdan dan Penetapan Pajak 1
Daerah menerbitkan SSPD BPHTB dan .
. Penerbitan SSPD
menyerahkan SSPD BPHTE ke Bagian e BPHTR
Pelayanan untuk diserahkan ke PPAT
4 |Bagian pelayanan menerima dan .
menyerahkan SSPD ke PPAT Menerima dan
Menyerahkan
SSFD BPHTB
5 |PPAT menerima SSFD BPHTB yang
diteruskan ke wajib pajak melakukan Menerima

pembayaran

SSPD BPFHTB




Pejabat yang dapat menandatangani dokumen Ketetapan Pajak Daerah yaitu Kepala Bapenda, Kepala Bidang yang
membidangi, atau Kepala Sub Bidang yang membidangi.

Dokumen persyaratan vang harus dilengkapi:
1. Surat kepemilikan tanah

2. SPPT PBB-P2 tahun berjalan

3. Bukti transaksi/perolehan

4. Kartu identitas/KTP




L

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENETAPAN PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Pelaksana Mutu Baku
Bidang Pendaftaran
Bidang Perhitungan .
NO KEGIAT.
AN Kepala Bapenda dan Penetapan Tim Verifikas{ dan Pajal: Daarah, PPAT Wajib Pajalk Keolengkapun | Wakiu Output
Pajak Daerah Valldasi Pelayanan dan
Informani

1 |Wajib Pajak menyerahkan berkas Berkas 15 Berkas
permohonan ke Bapenda melatui Pejabat Menyerahkan | | Permohonan menit |Permohonan
Pembuat Akta Tanah (PPAT) Surat

Permohonan

2 | PPAT membuat Surat Pengantar Mensrima Berkas Berkas 15 [Berkas
Permohonan Pefnbebasan BEPHTR Bagi . permohonan dan Permohonan, menit |Permochonan
Masyarakat Berpenghasilan Rendah membuat Surat Surat Pengantar

Pengontar
Permohonan

3 |Petugas Pelayanan menerima berkas Menerima dan Berkas 15 ‘Berkas
perinchonan, dan memverifikasi memverifikasi Permchonan menit |Permochonan yang
kelengkapan berkas permchonan. berkas sudah diverifikasi

ermohonan

4 |Petugas Pelayapan menyerghkan berkas Disposisi 15 |Berkas T
permohionan ke Kepala Bapenda melalui Sub menit |Permohonan yang
Bagian Umum dan Kepegawaian untuk sudah diverifikasi
mendapatkan disposisi

5 |Kepale Bapends menerima dan - Disposisi 1 hari |Berkas
mendisposisikan berkas permochonan Eﬁwﬂ._num nmwm: Permohonan
keberatan ke Tim Verifikasi dan Validesi petmohonan antuk
agar dapat dilakukan verifikasi dan validasi || dilakukan Verifiknsi
data, dan Validasi Data

& |Tim Verifikasi dan Validasi melakukan — Berkas 1 hari |Informasi data

. . . . enerima Berkas
verifikasi dan validasi data dan melalarkan Permohonan
Verifikasi dan
Validasi Data
S ——

7 |Tim Verifikasi dan Validasi menyerahkan ) Berkas 1 hari |Berita Acara Hasil
Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Membuat Berlta Permchenan Verifikasi dan
Data ke Bidang Perhitungan dan Penetapan Acara Hasil Verifikas! Validasi Data
untuk dilalcukan proses penetapan kembali. dan Validas! bata

8 |Kepala Bapenda menerima Berita Acara Disposisi 1 hari |Berita Acara Hasil
Hasil Verifikasi dan Validasi Data Menerima Beriia Verifikasi dan

Acara Hasi veritikes! Validasi Data
dan Validasi Data
|

9 |Hepala Bapenda membuat keputusan 3 Disposisi 15 |Berita Acara Hasil
apakah permeohonan diterima atau ditolak, Memutusian menit [Verifikasi dan
dan mendisposigikan ke Bidang Perhitungan stnzﬂxm\ Validasi Data

menc

dan Penetapan untuk dilakukan ketetapan.

permohonan




10

Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak
Daerah membuat Surat Keputusan yang
ditanda tangani oleh Kepala Bapenda

Membuat Surat

Keputusan

Berita Acara Hasil
Verifikasi dan
Validasi Data

1 hari

Surat Keputusan

11

Petugas Pelayanan menerima dan
menyerahkan Surat Keputusan dan Surat
Ketetapan Pajak Daerah Ke PPAT

Menerima dan
Menyerahkan
Surat Keputusan

Surat Keputusan

1 hari

Surat Keputusan

Menyerahkan
SSPD BPHTB

12 | PPAT menerima Surat Keputusan dan R = NMHM uwaE.Cmm:_ EMN A Data Pendaftaran
melakukan penginputan berkas permohonan sl o e .
penerbitan SSPD BPHTE Nihil pada sistem melakukan penglnputan P O_uEh.m,mhw vd m~._m...—n.
Pada sistem
e j i 30 SSPD BPHTB
13 |Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak S Data Objek Pajak el PD
Daerah melakukan verifikasi berkas 4 ! _m.mm— U;M .
pendaftaran, dan melakukan penerbitan m.mv%q_%wzqu
SSPD BPHTR Nihil untuk MBR. o
0 — 15 SSPD BPHTRB
14 |Bagian Pelayanan menerima dan Menerima dan SERSERID menit o
menyerahkan SSPD BPHTB ke PPAT Menyerahlan
SSPD BPHTB
i ihi SSPD BPHTB 15 SSPD BPHTB
15 |PPAT menerima SSPD BPHTE Nihil Menerims dan s

Pejabat yang dapat menandatangani dokumen Ketetapan Pajak Daerah yaitu Kepala Bapenda, Kepala Bidang yang membidangi, atau Kepala Sub Bidang yang membidangi.

Persyaratan dokumen:

= 4) I I S IO

Jika besaran pengurangan dibawah Rp 50.000.000, maka pemberi keputusan adalah Kepala Bapenda.

. Surat Permohonan Pembebasan BPHTB,

. Surat keterangan kepemilikan rmah pertama,
. Surat keterangan penghasilan,

. KTP dan Kartu Keluarga,

. 8PPT PBB-P2 tahun berjalan,

. Bukti transaksi jual-beli.

Jika besaran pengurangan diatas Rp 50.000.000, maka pemberi keputusan adalah Bupati.

AR
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENONAKTIFAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

Pelaksana Mutu Bakn
5o KEGIATAN Bidang Perhitungan uawm_m_w W.Hn..wn»ﬁ
Repala Bapenda dan Penetapan Pajal Pelayanan &w-.u Wajib Pajak Bagian Hukum Kelongkapan Waktu Output
Daerah Informasi

1 1Wajib Pajak menyerahkan berkas Berkas Permohonan 15 menit |Berkas
permohonan ke Bapenda melalui Patugas Menyerahkan Permohonan
Pelayanan. Surat

Permohonan

2 |Petugas Pelayanan menerima berkas Berkas Permohonan 15 menit |Berkas
permohonan, dan memverifikasi kelengkapan Permohohén yang
berkas permohonan, sudah diverifikiasi

3 [Petugas Pelayanan menyerahkan berkas ¥ Disposisi 15 menit [Berkas
permohonan ke Kepala Bapenda melalui Sub Menyerahkan Permohonan yang
Bagian Umum dan Kepegawaian untuk berkas sudah diverifikasi
mendapatkan disposisi permohonan

4  |Kepala Bapenida menerima dan Meneritaa dan Disposisi lhari |Berkas
mendisposisikan berkas permchonan mendisposisikan Permohonan
keberatan ke Bidang Pendaftaran Pajak permohenan untuk
Dacrah, Pelayanan dan Informasi agar dapat | | dlalulas karllkesi
dilakukan Klatifikasi Data

6 |Bidang Pendaitaran Pajak Daerah, Pelayanan Menerima berkag Berkas Permochonan 1hari |Informasidata
dan Informasi melakukan klarifikasi data permohonan dan

melakukan klarifikasi
data
1

7 [Bidang Pendaftaran Pajak Daerah, Pelayanan v Berkas Permchonan lhari [Berita Acara Hasil
dan Informasi menyerahkan Berita Acara put Berita A Klarifikasi Data
Hasgil Klarifikasl Data ke Bidang Perhitungan ﬂ”M_ _MM Emﬂﬁ HNH
dan Penetapan untuk dilakulkan proses
penetapan kembali.

8 |Kepala Bapendda menerima Berita Atara Hasil Pisposisi lhari |[Berita Acara Hasil
Klarifikasi Data Menerima Berlta Acara Klarifikasi Data

hasil Klarifikasi Data
|

9 |Kepala Bapenda mendisposisikan Berita e Disposisi 15 menit |Berita Acara Hasil
Acara Hasil Klarifikasi Data ke Bidang gmn&%oﬂzwg Klarifikasi Data
Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah untuk dibuat
untuk diproses dalam pembuatan Surat Surat Keputusan
Keputusan

10 |Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Berita Acara Hasil 1 hari |Surat Keptttusan
Daerah membuat Telaahen Staf dan Draft Membuat Draft Klarifikasi Data
Surat Keputusan Surat Keputusan




11 |Telaahan Staf dan Draft Surat Keputusan Menerima dan Surat Keputusan 15 hari [Surat Keputusan

Bupati diserahkan ke Bagian Hukum Menyerahkan Surat

Sekretariat Daerah. Keputusan dan

Ketetapan ke Waijib
Surat Keputusan yang telah ditanda tangani oleh Bupati dapat diproses penonaktifan objek pajak PBB-P2 pada sistem,
Syarat permohonan penonaktifan atau penghapusan Objek dan Subjek PBB-P2 terdiri dari:
1. Surat permohonan penonaktifan;
2. fotokopi kartu tanda penduduk atau fotokopi identitas diri lainnya;
3. fotocopy SPPT yang dimohon dilakukan penonaktifan atau penghapusan;
4. fotocopy SPPT yang ganda apabila alasan permohonan penonaktifan atau penghapusan karena SPPT ganda;
5. surat pernyataan bermeterai dari Kepala Desa/Lurah yang menyatakan SPPT ganda atau Objek dan/atau Subjek PBB-P2 tidak ada dan/atau tidak ditemukan atau
Objek PBB-P2 merupakan fasilitas umum atau Objek PBB-P2 dalam sengketa; dan
6. dokumen lain yang dibutuhkan. o ——
(Peraturan Bupati Tanah Laut No, 60 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerdh, Pasal 9 Ayat (8)) U KAL f,,,.ﬂ.,/
,h.d.\\luu.l NY
7N .‘.\\ = _ PALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KEBERATAN PAJAK DAERAH
Peolaksana Mutu Baku
Bidang Pendaftaran
Bidany Perhitungan
NO KEGIATAN Tim Verifikasi dan Pajak Daeruh,
Keopala Bapenda |dan Penetapan Pajak Validasi Pelayanan dan Wajib Pajak Kelengkapan Waktu Output
Daerah
Informasi
1 |Wajib Pajak menyerahkan berkas Berkas Permohonan | 15 menit |Berkas
permohonan ke Bapenda melalui Petugas Znﬁ%ﬂ _._.mwuﬁ._nmb Permohonan
Pelayanan. Permohenan
2 |Petugas Pelayanan menerima berkas Betkas Permohonan | 15 menit |Berkas
permochonan, dan memverifikasi kelengkapan Permohonan
berkas permohonan. yang sudah
diverifikasi
3 |Petugas Pelayanan menyerahkan berkas Disposisi 15 menit |Berkas
permohonan ke Kepala Bapenda melalui Sub Menyerahlar, Permchonan
Bagiant Umum dan Kepegawaian untuk betkas yang sudah
mendapatkan disposisi permohonan diverifikasi
4 |Kepala Bapenda mendisposisikan berkas Menerima dan Disposisi 1hari [Berkas
permohonan keberatan ke Tim Verifikasi dan mendisposisikan Permohonan
Validasi agar dapat dilakukan verifikasi dan permohonan untuk
validasi data. ditakulcah verificas:
5§ |Tim Verifikasi dan Validasi menerima berkas Menerima berkas Berkas Permohonan 1 hari |Informasi data
permohonan dan melakukan verifikasi dan permohonan dan
valldasi data. — melakukan
verifikasi dan
LHE PR Y
6 |Tim Verifikasi dan Validasi membuat Berita Berkas Permohonan 1hari |Berita Acara
Acarg Hasil Verifikasi dan Validasi Data, dan Membuat BA Hasi} Hagil Verifikasi
menyerahkan Berita Acara tersebut ke Kepala Veriffkasl dan Validas dan Validasi
Bapenda Data Data
7 {Kepala Bapenda menerima Berita Acara Hasil Disposisi 1 hari |Berita Acara
Verifikasi dan Validasi data Menerima Berita Acara Hasil Verifikasi
Verifikasi dan Validast dan Validasi
Data an
. Data
8 [Kepala Bapenda membuat keputusan apakah * Disposisi 15 menit |Berita Acara
permohonan diterima atau ditolak, dan Memutuskan Hasil Verifikasi
mendisposisikan ke Bidang Perhitungan dan Knumnﬂwm\ dan Validasi
Penetapan untuk dilakukan ketetapan, merno. Data
permohonan
9 |Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Membuat Surat Berita Acarg Hasil Ihari |Surat Keputusan
Daerah membuat Surat Keputusan yang Keputusan dan Verifikasi dan Validasi
ditanda tangani oleh Kepala Bapenda dan menerbitkan Surat Data

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah

Ketetapan




10 |Petugas Pelayanan menerima dan
menyerahkan Surat Keputusan dan Surat
Ketetapan Pajak Daerah Ke Wajib Pajak Keputusan dan
Ketetapan ke Wajib

Menerima dan
Menyerahkan Surat

Surat Keputusan

15 menit

Surat Keputusan

11 |Wajib Pajak menerima Surat Keputusan dan

. Menerima Surat
Surat Ketetapan Pajak Daerah Keputusan dan Surat

Ketetapan

Surat Keputusan

15 menit

Surat Keputusan

Pejabat yang dapat menandatangani dokumen Ketetapan Pajak Daerah yaitu Kepala Bapenda, Kepala Bidang yang membidangi, atau Kepala Sub Bidang yang
membidangi.

Pengajuan Keberatan untuk PBB disertai dengan:

1. Surat permohonan keberatan Pajak

2. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
3. Ketetapan pajak daerah tahun berjalan yang diajukan keberatan;

4. fotokopi bukti kepemilikan tanah (untuk PBB-P2);

5. fotokopi bukti pendukung lainnya.

Jika besaran pengurangan dibawah Rp 50.000.000, maka pemberi keputusan adalah xm_u«..mm Bapenda.
Jika besaran pengurangan diatas Rp 50.000.000, maka pemberi keputusan adalah Bupati.

Keberatan dapat dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan setelah tanggal terbit SPPT PBB-P2 (Perda No. 1 Tahun 2024).
Keberatan dapat dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan setelah tanggal terima SPPT PBB-P2, dengan menyertakan bukti terima SPPT PBB-P2 (Perbup No. 60 Tahun
2024).

Pengajuan Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT PBB-P2 dan SSPD va.q.w_ kecuali S.m_.m_.u pajak dalam keadaan
kahar seperti bencana alam, kebakaran, kerusuhan massal/huru hara, wabah penyakit, dan/atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak Terutang dalam SPPT.
(Perda Tanah Laut No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Darah, Pasal 154, ayat (3), (4), dan (5)).

Jatuh Tempo SPPT PBB-P2 yang telah ditetapkan ulang tidak ditetapkan ulang, masih menggunakan jatuh tempo PBB-P2 sebelum diajukan keberatan.

,.E.» BADAN PENDAPATAN DAERAH
E.B,mz TANAH LAUT,




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBERIAN PENGURANGAN/PEMBEBASAN PAJAK DAERAH

Pelaksann Mutu Bakn
Bidang Pendaftaran
Bldang Perhitungan
NO HEG
TATAN Kepala Bapenda | dan Penctapen Pajal| TV Vesifikasidan | Pajak Dacrah, Wajib Pajak Kelengkapan Waktu Output
Daereh validasi Pelayanan dan
b Informasi
1 |Wajib Pajak menyerahkan berkas Berkas Permohonan | 15 menit |Berkas
permohonan ke Bapenda melalui Petugas Menyerahkan Permohonan
Pelayanan, Surat
Permohonan
2 |Petugas Pelayanan menecrima berkas Menerima dan Berkas Permohonan | 1% menit |Berkas
permohonan, dan memverifikasi memverifikast Permohonan
kelengkapan lierkas permohonan, berkas yang sudah
?n:samrg._m n diverifikasi
3 |Pefugas Pelayanan menyerahken berkas L Disposisi 15 menit |Berkas
permohonan ke Kepala Bapenda melalni Sub Menyerahkan Permohonan
Bagian Umum dan Kepegawaian untuk berkas yang sudah
mendapatkan disposisi peschonan diverifikasi
4 |Kepala Bapenda menerima berkas Menerima dan Disposisi I hari (Berkas
permohonem dan mendisposisikan ke Tim mendisposisikan Permohonan
Verifikasi dan Validasi untuk dilakikan permohonan untuk
pemeriksaan dilakulean Verifikast
dan Validasi Data
5 |Tim Verifikasi dan Validasi menerima berkas ‘Menerima berkes Berkas Permohonan 1 hari }Infrmasi data
permohonan dan melakuken Verifikast dan permohonan dan
Validasi Data atas permohenan ™ melakukan Verifikas!
dan Validasi Data
I
6 |Tim Verifikasi dan Validasi membuat Berita ! Berkas Permohonan L hari |Berita Acara
Acara Hasil Vérifikasi dan Validasi Data, dan Membuat BA Hasl Hasil Verifikasi
menyerahkan Berita Acara tersebut ke Verlfikasi dan Valldast dan Validasi
Kepala Bapenda Data Data
7 |Kepala Bapenda menecrima Berita Acara Disposisi I hari |Berita Acara
Hasil Verifikasi dan Validasi Data Meperima Berita Hasil Verifikasi
Acara has dan Validasi
Pemeriksaan Data
1
8 |Kepala Bapenda membuat keputusan + Disposisi 15 menit |Berita Acara
apakah permobonan diterima atan ditolak, Memutuskan Hasil Verifikasi
dan mendisposisikan ke Bidang Perhitungan Menerima/ dan Validasi
dan Penctapan untuk dilalukan ketetapan, menolak Data
permohonan
¢ |Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Membuat Surat Berita Acara Hasil 1 hari |Surat
Daerah membuat Surat Keputusan yang Keputusan dan Verifilkasi dan Keputugan dan
ditanda tangani oleh Kepala Bapenda dan menerbitkan Surat Validasi Data Surat

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah

Ketetapan

Ketetapan




10 |Petugas Pelayanan menerima dan Surat Keputusan dan | 15 menit |Surat

Menerima dan

menyerahkan Surat Keputusan dan Surat Menyeérahkan Surat Surat Ketetapan Keputusan dan
Ketetapan Pajak Daerah Ke Wajib Pajak Kabuitusan dan mﬁ.mn
etetapan

Ketetapan ke Wajlb

11 |Wajib Pajak menerima Surat Keputusan dan Surat Keputusan dan | 1% menit |Surat

Swrat Ketetapan Pajak Daerah Menerima Surat Surat Ketetapan Keputusan dan
' = Keputusan dan Surat Surat
Ketetapan

Ketetapan

Pejabat yang dapat menandatangani dokumen Ketetapan Pajak Dacrah yaitu Kepala Bapenda, Kepala Bidavg yang membidangi, atau Kepala Sub Bidang yang
membidangi.

Berkas yang harus dilengkapi, yaitu:

. Surat Permohonan Pengurangan yang ditanda tangani oleh wajib pajak,

. Surat Keterangan dari Desa setempat (tidak mampu dan/atau penerima bantuan sosial),

. Surat kepemilikan tanah dan SPPT PBB-P2 tahun berjalan (jika mengajukan pengurangan untuk BPHTB,

. BPHTB tahun —uﬂﬂ._mwmﬂ (jika mengajukan pengurangan untuk BPHTB, disertai dengan bukti lunas PBB-P2 tahun berjalan),
. Identitas diri/ KTP/ Kartu Keluarga,

. Surat Keterangan Usaha/Penghasilan.

Ul s W=

Jika besaran pengurangan dibawah Rp 50.000.000, maka pemberi keputusan adalah Kepala Bapenda.
Jika besaran pengurangan diatas Rp 50.000.000, maka pemberi keputusan adalah Bupati.
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBATALAN DAN/ATAU PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK DAERAH

Pelaksans Mutu Baku
No KEGIATAN Bidang Perhitungan wamw._mmwuwwmhr
Kepala Bapenda Dan Penetapan Pelayanan nwn.. Wajlb Pajak Kelengkapan Wakitu Output
‘ Pajak Daerah _Informasi
1 [Wajib w&.mw Bm%maﬁv%ms berkas Mery Berkas Permohonan | 15 menit |{Berkas
permohonar pembatalan dan enyerahkan Permchonan
pembetulan ke Bapenda. berkas
permohonan
2 |Petugas Pelayanan menerima dan Menerima dan Berkas Fermohonan | 15 menit |Berkas
memverifikasi kelengkapan berkas memverifikasi Permohonan
permohonar. berkas yang sudah
permchonan diverifikasi
3 |Petugas Pelayanan menyerahkan berkas ¥ Disposisi 15 menit |Berkas
ke Kepala Bapenda untuk mendapatkan Menyerahkan Permohonan
disposisi pimpinan. berkas yang sudah
permohonan diverifikasi
4  |Kepala Bapenda mendisposisikan ke Menerima dan Disposisi lhari |Berkas
Bidang Perhitungan dan Penetapan mendisposisikan Permolionan
A . Huow
Pajak Daerah untuk dibuatkan Surat berkas untul
Keputusan. dibuatkan Surat
) ) Keputusan
5 WJM—Wm ﬁnn”ﬂ.ﬁbmmﬁ dan VQﬂogvMb VR— Berkas Permohonan | 15 menit |Data Objek
ajak Daerah memeriksa data pada eerina dan Pajak
dokumen petmohonan dan meldkukan BaB%ﬂmeme
pembatalan dan pembetulan ketetapan ww..hehhnmb
Pajak Daerah. T
6 |Bidang Perhitungan dan Penctapan zmg Data Objek Pajak 15 menit [Data Objek
Mmgmw Daerah mm_wa—chwmn pembatalan Pembatalan dan Pajak yang
an pembetulan surat ketetapan Pembetulan Surat sudah direvisi
7 |Bidang Perhitungen dan Penetapan ¥ Data Objek Pajak 30 menit [Surat
Pajak Daerah membuat Surat Membuat Surat Keputusan
Keputusan yang ditanda tangani oleh Keputusan dan Surat
Kepala Bapenda Pembatalan dan
P ap ) Pembetulan Ketetapan
Ketetapan Pajak
Daerah
8 |Kepala Bapenda menadatangan] Surat Surat Keputusan dan| 1hari [Surat
Keputusan Mendatangani Surat Ketetapan Keputusan
Surat Keputusan dan Surat

Ketetapan




9 [Surat Keputusan dan surat Ketetapan
diserahkan ke Petugas Pelayanan untuk
diserahkan ke Wajib Pajak.

Menerima dan
menyerahkan Surat

Keptuitusan dan
Ketetapan

Surat Keputusan dan| 15 menit [Surat
Surat Ketetapan Keputusan
dan Surat
Ketetapan

10 |Petugas Pelayanan menerima dan
menyerahkan Surat Keputusan dan
Surat Ketetapan ke Wajib Pajak

Menerima dan
menyerahkan Surat
Keputusan dan
Ketetapan

Surat Keputusan dan| 15 menit |Surat

Surat Ketetapan Keputusan
dan Surat
Ketetapan

11 |Wajib Pajak menerima Surat Keputusan
dan Surat Ketetapan ke Wajib Pajak,
dan melakukan pembayaran

Menerima Surat
Keputusan dan
Ketetapan dan
Melakukan
Pembayaran

Surat Keputusan dan| 15 menit [Surat

Surat Ketetapan Keputusan
dan Surat
Ketetapan

Pejabat vang dapat menandatangani dokumen Ketetapan Pajak Daerah vaitu Kepala Bapenda, Kepala Bidang yang membidangi, atau

Kepala Sub Bidang yang membidangi.
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENETAPAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB) ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG
BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT) PAJAK DAERAH

Pelaksana Mutu Baku
Bidang Perhitungan
NO KEGIA
L Kepala Bapenda dan Penetapan woB.w.M_””thawr Kelengkapan Waktu Output
Pajak Daerah
1 |Bidang Pengendalian dan Penagihan T Melakukan Data Pajak Daerah 15 menit Berita Acara Hasil
Pajak Daerah melakukan pemeriksaan, pemeriksaan pajak Pemeriksaan
dan mengeluarkan Berita Acara Hasil dacrah/membuat
¢ dan menyerahkan
Pemeriksaar!. BA Hasil
pemeriksaan
2 |Kepala Bapenda menerima Berita Acara : Disposisi 1 hari Berita Acara Hasil
Pemeriksaan Menerima BA Pemeriksaan
Hasil
Pemeriksaan
—————
3 |Kepala Bapenda mendisposisikan ke — |U|~xmlu Disposisi 15 menit Berita Acara Hasil
Bidang Perhitungan dan Penetapan Mendisposisikan Pemeriksaan
< : untuk dilakukan
Pajak Daerah untuk dilakukan penerbitan
penetapan kurang bayarnya. ketetapan
4 |Bidang Perhitungan dan Penetapan Menerima BA Hasil Berita Acara Hasil 1 hari Surat Ketetapan
Pajak Daerah menerima Berita Acara Pemeriksaan dan Pemeriksaan Kurang Bayar Pajak
Hasil Pemeriksaan dan melakukan " Eannngmnmb Daerah
. etetapan kurang
penetapan kurang bayvar bayar pajak daerah
5 |[Bidang Perhitungan dan Penetapan h Surat Ketetapan 15 menit Surat Ketetapan
menyerahkan dokumen penetapan ™ Kurang Bayar Pajak Kurang Bayar Pajak
¢ A enyerahkan
kurang bayar ke _.uwﬁ_m.:m Pengendalian Hokithen Daerah Daerah
dan Penagihan Pajak Daerah untuk Ketetapan
dilakukan penagihan atas pajak vang Kurang Bayar
kurang bayar ke wajib pajak
6 |Bidang Pengendalian dan Penagihan Melakukan Surat Ketetapan 1 hari Hasil Penagihan
Pajak Daerah melakukan penagihan penagihan atas Kurang Bayar Pajak
atas pajak yang kurang bayar ke wajib ketetapan kurang Daerah

pajak

bayar wajib pajak

Pejabat yang dapat menandatangani dokumen Ketetapan Pajak Daerah yaitu Kepala Bapenda, Kepala Bidang yang

membidangi, atau Kepala Sub Bidang yang membidangi.
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOF)
PENETAPAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB) ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN) PAJAK DAERAH

Polaksana Mutu Baku
Bidang Pendaftaran
Bidang Perhituogan
NO KEGIAT
AN Kepala Bapenda dan Penetapan mﬂ Mﬂ——.ﬂ“ﬂ“ﬂ Tim ‘ﬂuﬂﬁm daan HWM?.W Unmumw. Wajib Pajak Kelengknapan | Waktu Output
Pajak Daeral Y !
Informasi -

1 |Wajib Pajak menyerahkan berkas Menyerahkan Surat Berkas 15 menit |Berkas
permohcnan ke Bapenda melalui Petugas Permoh Permohonan Permgohonan
Pelayanan., Pengembalian

Pembayaran

2  |Petugas Pelayanan menerima berkas ” Berkas 15 menit (Berkas
permohenan, dan memverifikasi n:u;wa dan Permohonan Permohopan
kelengkapan berkas permohanan. memverifl :wup berkas yang sudah

permohonan Qm{ﬂﬂmmmﬂmwm

3 |Petugas Pelayanan menyerahkan berkas L ) . Disposisi 15 menit |Berkas
permohonan ke Kepala Bapenda melalui Sub Menyerahkan Permohonan
Bagian Umum dan Kepegawaian untuk berkas yang sudah
mendapatkan disposisi permohonan diverifikaai

4 |Kepala Bapenda menerima berkas Dispasisi 1 bari |Berkas
permohonan Menerima barkss Permohenan

permohonan
—

5 [Kepala Bapenda mendisposisikan ke Tim { Disposisi 15 menit |Berkas
ﬁnnmwmum dan <m.mﬂmﬂ Pajak Daerah untuk Mendisposisiikan Permochonan
dilakukan pemeriksasan untuk dilakukan

permertksaan

6 |Tim Verifikasi dan Validasi Pajak Daergh Menerima berkas Berkas 15 menit |Informasi
menerima berkas permohonan dan permohenan dan Permohonan Data
melakukan pemeriksasn atas dokumen melakukan

pemegiksaan atas

7 |Tim Verifikasi dan Validasi Pajak Daergh ¥ Berkas 1 hari |Berita Acara

membuat Berita Acara Hasil Pemerikaaan M Permohonan Hasil

N ' buat BA Hasil .
dan menyerahkan Berita Acara tersebut ke nﬂhw_.?hmm% y Pemeriksaan
Kepala Bapenda

8 |Kepala Bapenda menerima Berita Acara Disposisi 1 pari  |Berita Acara
Hasil Pemerikspan Menerima Berlts Hasil

Acara hasil Pemerksaan
Pemerlksaan

9 |Kepala Bapends membuat keputusan Disposisi 15 menit |Berita Acara
apakah permohonan diterima atau ditolak, ||  Memutskan = Hasil
dan mendisposisikan ke Bidang Perhitungan m:m_._:sﬂ menola Pemeriksaan
dan Penetapan untuk dilakukan ketetapan. permohanat

|




10 |Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak mnﬂ...m Acara 1 hari |Surat
Daerah membuat Surat Ketetapan Pajak xm_sm_.:s:mm m:_..uuh ” Hasil Keputusan
Daerah dengan memperhatikan kelebihan Ssmm_ww_hu Pemeriksaan dan Surat
pembayarannya apakah masih ada tersisa Ketetapan
setelah dikurangkan untuk pembayaran
pajak terhutangnya, yang akan ditetapkan
sebagai SKPDLB, ataukah tidak ada tersisa
yang akan ditetapkan sebagai SKPDN,

11 Surat 15 menit |Surat

Menerima Surat Keputusan Keputusan
Dokumen Penetapan kemudian diserahkan Keputusan dan SKPDLB dan Surat dan Surat
ke Bendahara Penerimaan beserta Surat Ketetapan Ketetapan
xmnmEmm: _.,ﬁ:r_w &vcmnwm: m*uz_%_u.mwm Burat TTan  |SPMEP
masih ada sisa kelebihan untuk dilakukan Kepiitiings
pengembalian. Membuat SPMKP dan Surat
Ketetapan
12 P Surat 15 menit |Surat
Keputusan Keputusan
Menyerahkan Surat
I . . . Keputusan dan SKPDN dan Surat dan Surat
Jika tidak acla sisa kelebihan, maka hasil KetebAban Ketetapan
penstapan beserta Surat Keputusan — -
langsung diserahkan ke Wajib Pajak oleh m.:_.mﬂ 15 menit w._.:,mﬂ
bagian pelayanan — Manerima Surat Keputusan Keputusan
Keputusan dan SKPON | |dan Surat dan Surat
Ketetapan Ketetapan

Pejabat yang dapat menandatangani dokumen Ketetapan Pajak Daerah yaitu Kepala Bapenda, Kepala Bidang yang membidangi, atau Kepala Sub Bidang yang membidangi.

Dokumen yang harus dilampirkan oleh Wajib Pajak dalam permohonan pengembalian, yaitu:
1.Surat Permohonan Fengembalian kelebihan pembayaran,

2.Bukti Pembayaran,

3.8urat Ketetapan Pajak Daerah yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran;
4.Identitas pemohon;

5.Nomor Rekening pemiohen.

.S, STP, M. Si
. / - nPembina Utama Muda (IV/c]
= ../GWwommm 199711 1 001
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP)

Pelaksana Muta Bakn
Bidang Pendaftaran
NO KEGIATAN Bidang Peshitungan | ™51 pacrah,
Dan Penetapan Pelayanan dan Wajib Pajak Kelengkapan Waktu Output
Pajal Daerah Informasi
1 |Wajib Pajak menyerahkan berkas Berkas Permchonan 15 menit Berkas Permohonan
permchonan ke Bapenda melalui Menyerahkan
Petugas Peldyanan. berkas
permohenan
2 |Petugas Peldyanan menerima berkes — Berkas Permohonan 16 menmit STANDAR
permchonarn, dan memverifikasi ”:m_ﬂﬂm.amz OCPERASIONAL
kelengkapan berkas permohonan. memverl Pesiberkas PROSEDUR (SOF)
perm e onan Berkas Permohonan
yang sudah
3 |Petugas Peldyanan menyerahkan berkas ¥ Disposisi 15 menit Berkas Permohonan
permohonarnt ke Bidang Perhitungan dan . Menyerahkan yang sudah
Penetapan Pajak Daerah. berkas diverifikasi
permohonan
4 |Bidang Perhitungan dan Penetapan Berkas Permohonan 18 menit Berkas Permohonan
Pajak Daerah menerima berkas Menerima berkas yang sudah
permohonar! permohonan diverifikasi
5 |Bidang Perhitungan dan Penetapan | Berkas Permchonan 15 menit Surat Keterangan
Pajak Daerah menerbitkan Surat - yang sudah NJOP
Keterangan NJOP, yang ditanda tangani Proses penerbitan diverifikasi
oleh Kepala Bapanda, Kepala Bidang Surat Keterangan
yang membidangi, atan Kepala Sub NJOP
Bidang yang membidangi.
6 |Surat Keterangan NJOP yang telah Surat Keterangan 15 menit Surat Keterangan
ditanda tangani diserahkan ke Petugas Menyarahkan Surat NJOP NJGP
Pelayanan untuk disarahkan ke Wajih Keterangan NJOP
Pajak
7 |Petugas Peldyanan menerima Surat ] SBurat Keterangan 15 menit Surat Keterangan
Keterangan NJOP dan menyerahkannya Menerima dan NJOP NJOP
ke Wajib Pajak menyerabkan Surat
Keterangan NJOP
8 |Wajih Pajak menerima Surat Keterangan Surat Keterangan 15 menit Surat Keteratigan
NJOP Menerima Surat NJOP NJOP
Keterangan NIOP




w)

v

Pejabat yang dapat menandatangani dokumen Ketetapan Pajak Daerah yaitu Kepala Bapenda, Kepala Bidang yang

membidangi, atau Kepala Sub Bidang yang membidangi.

Surat Keterangan Nilal Jual Objek Pajak (NJOP) diterbitkan dengan tujuan untuk perhitungan Bea Perclehan atas

Tanah dan Bangunan dan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan.

Surat Keterangan Nilal Jual Objek Pajak adalah surat yang diterbitkan Kepala Bapenda berdasarkan permchorntan
tertulis subjek pajak/wajib pajak atau kuasanya yang menerangkan besarnya NJOP atas ohjek PBB tertentu

untuk:

a. Objek pajak selain Fasilitas Umum sebelum cetak masal SPPT,
b. Objek PBB Fasilitas Umum.

Persyaratan dokumen yang harus dipenuhi:

1}

2)

3}

Untuk objek PBB telah terdaftar dan bukan Fasiliatas Umum, dokumen yang dilampirkan yaitu:
a. Fotokopi SPPT tahun sebelumnya, dan
b. Surat kuasa, dalam hal diagjukan oleh kuasa Wajib pajak.

Untuk ohjek PBB belum terdaftar dan bukan Faslitas Umum, dokumen yang dilampirkan yaitu:
a, SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar, dan Jengkap serta ditandatangani;

b. Fotokopi identitas subjek pajak,

c. Fotokopi bukti surat tanah,

d. Fotokopi bukti surat bangunan,

e. Fotokopi NPWPD atan surat pernyataan tidak mempunyai NPWPD, dan

f, Surat kuasa, dalam hal diajukan oleh kuasa Wajib pajak.

Untuk cbjek PBB telah terdaftar dan merupakan Fasilitas Umunm, bersama ini dilampirkan;
a. Fotokopi bukti surat tansah,

b. Fotekopi bukti surat bangunan,

e. Surat kuasa, dalam hal diajukan oleh kuasa Wajib Pajak,

Contoh Surat Keterangan NJOP

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat: Jl. H Boejacitt Komplok Perleantoran; Kelurnbhan angsnui, Kecamatan Pelnjhari Koda Poa 70814
e —— —

T G JOP

NOIMIOT I iiiesvnissravmasme e or s tr v snsvasesves

Yang bartanda tangan dibawah ini ;

Narma H P P PP
NIFP H b rngbeesstunbpnban mud mas s s 4 Pk ke marn e
Jabatan

Menurut Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pesnerintah Daerah, Peraturan Dasmh Kabupatan Tanah Lout Nomor 1 ahuan 2024 teatang
Pajak Daerah <an Retribusi Daerah, Peraturan Bupati Tanah Leat Nemor 60 Tahun 2024 Tentang
Paratumn Pelaksanaan Pemungutan Pajak Dasrah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 34 Tabun 2016 tentang Pajak Penghnsilan atas Penghasilan deri Pengalihan Hak atas Tanah
dan/atpu Bangunian, dan Perjenjian Pengileatorn Juel Beli atas Tanah dan/ataun Bangunan Beserta)
Parubahannya, dengan ini meneranglan bahiwa sesuai basis data atas objek pajalks:

Nomor Ohjek Pajakt @ . icirasviamssssratrnccarar cvnnnsesparsres




Alamat Objek Pajak

Diperoleh data sebagai berikurt:

Luas Bumi R . 1"
Luas Bangunan I FTE M2
NJOP Bumi R T M2 X Rp. i, = Rp.
NJOP Bangunan § esessereimanae M2 XK, Rp.  esnvsines = Rp.
NJOP Keseluruhan = Rp

Demikian Surat Keterangan NJOP ini dibuat untuk dapat dipergunskan seperlunya, dengan ketentuan
apabila dikemucdian har terdapat kekelimian akan dibemilkan dan ditindaklanpati sesuai dengan
ketentuan yang berlaku,

Dibuat di 1 Pelaihari

Pada tangg@al | coerreniiiiaieiiaiainae
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Leut

f .A w F_. U s
\\ S E 5m»_u>z PENDAPATAN DAERAH
>/ et EABU ATEN TANAH LAUT,




STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOF) PENAGIHAN PAJAK DAERAH SELFASSESMENT

Pelaksara Mutu Baku
No Kegiatan Kasubbid Pengendalian Ket
Kabid Pengendalian dan Pengolah Data dan Petugas Penagih
Penagihan PaJak Daerah dan vﬂ_nﬂmw_“_mﬂ Pajak Informasi Pajak Kelengkapan Waktu Output
Menugaskan Kasubbld untuk
mempersiapkan data SPTPD WP
yang sudah Jatuh tempo
1 Agenda Kerja 15 Menit Disposlsi
Memerintahkan Pengolah Data “
dan Informasi untuk et e e e . .
2 | ten ghimpun dafiar SFTPD WP Disposis] 15 Menit Disposisi
Yyang sudah jatuh tempo
Menghimpun dan mengolah
3 | daftar SPTPD WP yang sudah Disposisi 2 Jam Bahan Laporan
jatuh tempo
Draft Data SFTPD
4 | Memverifikast data SPTPD WP — Bahan Laporan 1Jam yang sudah jatuh
m tempo
! |
i ]
|
Memerlksa data SPTPD WP dan R “ Draft Bata m_u._.Tc yang sudah Data SPTPD yang
5 memerintahkan untuk tuh tempo 1 Jam sudah katuh fempo
melaksanakan penagihan Jatuh temp ah ja P
8 Menerbitian STPD Data mHua.w”,u_m_owg_% L STPD
“
H I
m




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubbid Pengendalian Ket
Kabid Pengendalian dan ; Pengolah Data dan Petugas Penagih
Penagihan Pajak Daerah dan vﬂ_nﬂmwﬂuﬂ Pajak Informasi Pajak Kelengkapan Waktu Output
Memeriksa STPD dan
* Menandatangani STPD STPD 15 Menit STPD
Memerintahkan Petugas
Penagih Pajak Untuk )
8 menyampaikan STPD kepada STPD 15 Menit Disposisi
WP
Melakukal ian STPD
o | Disposisi 1 Hari Tanda Terima $TPD

s W5

);xmm.nﬁg BADAN PENDAPATAN DAERAH
>%mz TANAH LAUT,

%@3. a Utama _scam A_<..8
D ;\z_}oqmoomfm%: 1001




STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENAGIHAN PBB P2

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan . 3 Kasubbid Pengendalian Petugas Penagih Ket
uma_n_ Pengendaliandan | 4., poragihan Pajak PengolahDatadan | oo\ /) lektor PBB Kelengkapan Wakiu Output
enagihan Pajak Daerah Dasra| Informasi P2
Menugaskan Kasubbid untuk
mempersiapkan data SPPT PBB
P2 WP yang sudah jatuh tempo
1 Agenda Kerja 15 Menit Disposisi
Memerintahkan Pengolah Data
dan Informasi untuk . , . .
2 menghimpun daftar SPPT PBB Disposisi 15 Menit Disposisi
P2 WP yang sudah jatuh tempo
Menghimpun dan mengolah
3 | daftar SPPT PBB P2 WP yang Disposisi 2 Jam Bahan Laporan
sudah jatuh tempo
S
: Draft Data SPPT PBB
4 zms____mn_:xmwwﬁw SPRT.Pen Bahan Laporan 1Jam P2 yang sudah jatuh
tempo
Standard Operasional
Memeriksa data SPPT PBB P2 Data SPPT PBB P2 Prosedur (Sop)
5 | WP dan memerintahkan untuk Draft Ww“_n _m _.u_“._._.vm__w:vn yang 1 Jam yang sudah jatuh |Penagihan Pajak Daerah
melaksanakan penagihan uganh Jaxuiimpo tempo Official Assesment
Selain PBB P2
6 Menerbitkan Surat Tagihan PBB Data SPPT PBB P2 yang sudah Yiem Surat Tagihan PBB
P2 jatuh tempo a P2




-

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan ) Kasubbid Pengendalian Petugas Penagih Ket
Kabid Pengendalian dan dan Penagihan Pajak Pengolah _uam dan Pajak | Kolektor PBB Kelengkapan Waktu Qutput
Penagihan Pajak Daerah D Informasi
aerah | P2
Memeriksa Surat Tagihan PBB
7 | P2 dan Menandatangani Surat Surat Tagihan PBB P2 15 Menit | Surt #ww:% peg
Tagihan PBB P2
Memerintahkan Petugas
Penagih Pajak Untuk "
8 menyampaikan Surat Tagihan Surat Tagihan PBB P2 15 Menit Disposisi
PBB P2 kepada WP
Melakukan penyampaian Surat ; Tanda Terima Surat
% | " Tagihan PBB P2 ke WP Disposisi 1 Harl Tagihan PBB P2

ANDRE

™

_~ENDRIS EVONY, S. STP. M. i
~ < Pembina Utama Muda (IV/c)
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i NP, 19790928 199711 1 001
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STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENAGIHAN PAJAK DAERAH OFFICIAL ASSESMENT

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubbid Pengendallan Ket
Kabid Pengendafian dan ; Pengalah Data dan Petugas Penagih
Penzgihan Pajak Daerah dan uam_womq_”n___ Pajak Informasi Pajak Kelenghkapan Waldu Output
Menugaskan Kasubbid untuk
mempersiapkan data
SKPD/SKPDKBI/SKPDKBT WP
1 |yang sudah jatuh tempo o Agenda Kerja 16 Menit Disposlsi
Memerintahkan Pengolah Data i
dan Informasi untuk :
2 menghimpiin daftar h Tmmm—— Disposlsi 15 Menit Disposisi
SKPD/SKPDKBISKPDKBT WP
yang sudah jatuh tempo
Menghimpun dan mengolah
3 jdaftar SKPD/SKPDKB/SKPDKBT A Disposisi 2 Jam Bahan Laporan
WP yang sudah jatuh tempo
_ Draft Data
Memverlfikasl data SKPDISKPDKB/SKP
4 | SKPDISKPDKB/SKPDKET WP Bahan Laperan 1Jam DKET yang sdah
Jatuh tempo
Standard Operasional
SKPDISKPOKBKPORET W Draft Data SKPDISKPaKEISKP | Prosetir (Sop)

5 DISKPDKB/S P SKPDISKPDKB/SKPDKBT yang 1 Jam Penagthan Pajak Paerah
dan memerintalikan untuk sudzh Jatuh tempo DKBT yang sudah | "o io) Agsesment
melaksanakay penagihan Jatuh tempo Selain PBB P2

6 Menerbitian STPD o amﬁwvﬂwu_w wwﬂahhwwmq 1Jam STPD




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan . Kasubbid Pengendalian Ket
Kabid Pengendalian dan Pengalah Data dan Petugas Penagih
Penagihan Pajak Daerah dan vm_w_umm””“___ Pagek Informasi Pajak Kelengkagan Waldu Output
Tidak
Memeriksa $TPD dan
! WMenandatangani STPD STPD 15 Menit STPD
Memerintahkan Petugas
Penagih Pajak Untuk )
’ menyampaikan STPD kepada STPD 15 Menit Disposisi
WP
Mel i
$ ellan ﬂ_“. ﬁ“_vm_ms STFD Disposisi 1 Hari Tanda Terima $TPD

HD

™

RIS EVONY, S, STP, M. Si

7 Bembing Utama Muda (1V/c)
NP, 19792928 199711 1 001
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STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENAGIHAN PAJAK DAERAH

Pelakszna Mutu Baku
No Kegiatan : Kasubbid Pengendalian Ket
Kabid ._um_._maamu__n_. dan dan Penagihan Pajak Pengolah Data dan Petugas Penagih Kelengkapan Waktu Output
Penagihan Pajak Daerah Daerah 1 & 1] Informasi Pajak
tenugaskan Kasubbid untuk
mempersiapkan data STPD Wi
yang sudah jatuh tempo
1 Agenda Kerja 15 Menit Disposisi
Memerintahkan Pengolah Daty
dan Informas untuk
menghjmpun daftar STPD WP
2 [vang sudah jatuh tempo ) ) Disposisi 15 Menit Disposisl
Menghimpun dan mengolah
daftar STPD WP yang sudah
latuh tempo
3 T Disposisi 2 Jam Bahan Laporan
[ [Memverifikasi data STPD WP
Draft Data STPD
4 e Bahan Laporan 1Jam yang sudah Jatuh
! tempo
]
i
H
Memverifikasi data STPD WP M
dan memerintahkan untuk Tidak ;
melaksanakan pengendallan
5 |penagihan Draft Data SPTPD yang sudah 1 Jam Data SPTPD yang
jatuh tempo sudah jatuh tempo
Menerhitkan Surat Teguran / FEO————
Surat Peringatan 1/ Surat i, Sutat TegurantSurat
Peringatan 2 / Surat Pertngatan Surat Teguran / Surat|  Peringatan 1/Surat
g 9 Data $TPD yang sudah Jatuh 3 Jam Peringatan 1/ Surat |  Peringatan 2/Surat
: tempo A Peringatan 2 / $urat | Peringatan 3 diterbitkan
i Peringatan 3 apablla STPD belum
m dibayarkan




Pelaksana Mutu Baku
No Keglatan . Kasubbid Pengendalian Ket
Kabid Pengendatian dan . Pengolah Data dan Petugas Penagih
Penagihan Pajak Daerah dan MM”M_”J”M __”m_mx Informasl Pajak Kelengkapan Waldu Output
Memverifikasi Surat Teguran /
Surat Peringatan 1/ Surat
Peringatan 2/ Surat Peringatan Surat Teguran / Surat Surat Teguran / Surat
3 . Peringatan 1 / Surat
7 Peringutan 1 / Surat Peringatan 15 Menit N
2 Surat Peringatan 3 Peringatan 2 ! Surat
ng Peringatan 3
Memerintahkan Petugas
Pentagih Pajak Untuk
menyampaikan Surat teguran e Surat Teguran / Surat
g |kepaa WP Peringatan 1/ Surat Peringatan] 15 Menit Disposis]
2! Surat Peringatan 3
Melakukan penyampalan surat
dan melaporkan hasil
penyampaian dan pemantauan
8 Disposlsi 1 Hari Tantla Terima $urat
Kasubbid mengrima laporan
penyampaian Surat dan hasil
pemantauan dan melaporkan
10 |lepada Kabid Laporan 15 Menit Laporan
Kabid menerima laporan
penyampaian Surat dan hasil
pemantauan dan memerintahkan :
11 |Kasubbid untuk Disposisi 15 Menit Disposlst
mendokumentasikan laperan
Memerintahkan Pengolah Data .
dan Informasl untuk :
mendokumentasikan laporan
12 Disposis! 15 Menit Disposlsi




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan . . Kasubbid Pengendalian Ket
Kabid Pengendalian dan : Pengalah Data dan Petugas Penagih
dan Penagihan Pajak : A Kelengkapan Waktu Output
Penagihan Pajak Daerah Daerah | & II Informasi Pajak
Pengolah Data dan Informasi
mendokumentasikan laporan
13 Disposisi 15 Menit Laporan
~anH :..”.,._H KERALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPATEN TANAH LAUT,
/3
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H .
R g 3
f_,_.,, ofbin Utama Muda (IV/c)
\ A _fﬁgﬁmaﬂz 1001
o




STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGENDALIAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

Pelaksana Mutu Baku
No Keglatan . Kasubbid Pengendallan Ket
Kabid Pengendalian dan . Pengolah Data dan Petugas Penagih
Penagihan Pajak Daerah dan _unm_wmhﬁ _m_ Pajak Informasl Pajak/Kolektor PBB P2 Kelengkapan Walktt Output
Menugaskan Kasubbid untuk
mempersiapkan data Surat
Tagihan PBB P2 WP yang sudah
1 |fatub tempo : Agenda Kerja 15 Menit Disposisi
Memerintahkan Pengolah Data
dan Informas! untuk
menghimpun daftar Surat i
2 Hm__u_ﬂ.. PBB P2 WP yang sudah T Disposisi 15 Menit Disposis]
mpo
Menghimpun dan mengolah
daftar Surat Tagikan PBB P2 WP i
yang sudah jatuh tempo
3 g Disposisi 2 Jam Bahan Laporan
Memverifikasl data Surat
Tagihan PBE P2 WP
Draft Data Surat
Tagihan PBB P2
4 P— Bahan Laporan 1Jam yang sudah jatuh
tempo
Memverifikasl data Surat
Tagihan PBB P2 WP dan
memerintahkan untuk
5 melaksanakan ﬁm—_mm:_um:m: Draft Data SPTPD yang sudah 1 Jam Data SPTPD yang
penagihan fatuh tempo sudah jatuh tempo
Menerbltkan Surat Teguran / Surat Teguran/Surat
Surat Peringatan 1/ Surat
vm...:mm_m__m_, Surat Peringatan Surat Teguran f Surat “Mu”mwwn HM“M”
3 S Data Surat Tagihan PBB P2 Peringatan 1/ Surat g
8 : 3.Jam Peringatan 3 diterbitkan
; yang suclah jateh tempo Peringatan 2 / Surat bit Tagih
! Peringatan 3 apabila Surat Tagihan
m PEB P2 belum
_ dibayarkan




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan . Kasubbid Pengendalian Ket
Kabid Pengendalian dan : Pengalah Data dan Petugas Penaglh
Penagihan Pajak Daerah dan v»hw wﬂn ___ Pajak Informasl Pajak/Kolektor PBB P2 Kelengkapan Walktu Output
Memverifikasi Surat Teguran / i
Surat Peringatan 1/ Surat m_
Peringatan 2 / Surat Peringatan w Surat Teguran / Surat mm.._a.» Teguran smm_._..”*
TP et Peringatan 1 / Surat Peringatan 15 Menit _uo_._uums: 1 m___.mu
2 [ Surat Peringatan 3 eringatan 2/ Suea
Peringatan 3
Memerintahkan Petugas
Penagth Pajak Untuk
menyampaikan Surat teguran Surat Teguran/ Surat
| g |kepada WP Peringatan 1/ Surat Peringatan 15 Menit Disposis
W 2/ Surat Peringatan 3
Melakukan penyampalan surat
dan melaporkan hasil
_ penyampatan dan pemantauan
_ 9 Disposisi 1 Harl Tanda Terima Surat
Kasubbid menerima laporan
_ penyampatan Surat dan hasil
" pemantauan dan melaporkan
10 |tepada Kabid Laporan 15 Menit Laporan
Kabid menerima laporan
penyampaian Surat dan hasil
pemantavan dan memerintahkan
11 |Kastibbld untuk Disposisi 15 Menit Disposisi
mendokumentasikan laporan
Memerintahkan Pengolah Data
dan Informas] untuk i
mendokumentasilan laporan
12 Disposisi 15 Menit Disposlsi




Pelaksana

Mutu Baku

No Kegiatan Kasubbid Pengendalian Ket
Kabid Pengendalian dan Pengolah Data dan Petugas Penagih
Penagihan Pajak Daerah fan vwhwun__“_“ Pajak Informasi Pajak/Kolektor PBB P2 Kelengkapan Waltu Qutput
Pengolah Data dan Informasi
mendokumentasikan laporan
13 Disposisi 15 Menit Laporan




= k.

, STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGENDALIAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD}

|
7 Pelaksana Mutu Baku
No Keglatan Kasubbid Pangendalian et
, Kahld Pengendalian dan Pengwlah Data dan .
, Penagthan Pajal Daerah dan vﬂ.ﬁﬂﬂﬂmﬂ Pajak nformasi Petugas Penagih Pajak Kelenglaparn Waldu Output
, Menugaskan Kasubbid untuk
memparsiapkan daftar WP yang
belum melaporkan SPTPD
1 Agenda Kerja 14 Menit Disposisi
Memerintahkan Pengolah Data
dan Informasi untuk
menghimpun daftar WF yang
2 |belum melaporkan SPTPD Disposis! 15 Menk Disposish
Menghimpun data WP yang
belum melaporkan SPTPD dan
menyampaikan kepada Kasubbld Daftar WP yang
3 Dlsposisi 1Jam belum melaperkan
SPTPD
Memverifikasl data WP yang
belum melaporkan SPTPD
1 Daflar WP yang belum 1 Jam Data WP yang belum
melaporkan SPTPD melaporkan SPTPD
Menyampaikan data \YP yang “
belum melaporkan SPTPD ]
5 Data WP yang belum 13 Menit Data WP yang belum
melaporkan SPTRD melaporkan SPTPD
:
Memerintahkan Kasubtid untuk
melaksanskan pengendalian :
pelaporan SPTPD Data WP yang bel
g belum
[ melaporkan SPTPD 14 Menit Disposis!




Pelaksana Mutu Baku

Kegiatan Kasubbid Pengendalian
dan Penagihan Pajak

Daerah Il

Kabid Pengendalian dan
Penagihan Pajak Daerah

Pengolah Data dan

ol Petugas Penagih Pajak Kelengkapan Waktu Output

Menerbitkan Surat
Pemberitahuan kewajiban
melaporkan SPTPD Draft Surat
raft Su
Pemberitahuan

Disposisi 1 Hari

Menyetuji Surat Pemberitahuan
dan memerintahkan
menyampaikan kepada WP

Draft Surat Pemberitahuan 15 Menit Surat Pemberitahuan

Memerintahkan Petugas Penagih
Pajak untuk menyampaikan Surat
Pemberitahuan kepada WP

Surat Pemberitahuan 15 Menit Disposisi

Menyampaikan Surat
Pemberitahuan dan melaporkan
hasil kepada atasan

Laporan hasil
Disposisi 1 Hari penyampaian Surat
Pemberitahuan
Melaparkan kepada Kabid hasil
penyampaian Surat
Pemberitahuan Laporan hasil
Laporan hasil mpaian ; i
ﬁmoEm_ uoavﬂ_ﬂ”:%n_ 13 monit posyampalan Sur
Pemberitahuan
Menerima laporan hasil
pelaksanaan penyampaian Surat
Pemberitahuan Laporan hasil
Laporan hasil pen ian :
Pemberitahuan
\» ———
S
//_: mr 4 m..«\. Uﬂ/

aWCEAUT m Q.myopz PENDAPATAN DAERAH
IPATE z .;z_p_._ LAUT,

a C._mam _s_s_m A_S.au
aowmm 198711 1 001




STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)} PENGENDALIAN ALAT TARPING BOX

No

Kegiatan

Pelaksana Muotu Baku

Kabid Pengendalian dan
Panagihan Pajak Daerah

Hagubbid Pangendalian dan Penagihan
Pajaki Daerah Il

Pengolah Data dan
Informas! f Petugas
Manitering Alat Tapping
Box

Pihak Ponyedia Alat
Tepping Box

Kelenpkapan

Wakin

Catput

Menugashkan Kasubbid untuk
melakukan monitoring terhadap
penggunaan alat Taping Box

Agenda Kerfa

15 Menit

Dieposist

Memerintahkan Pangofah
DatalPotugas Monltorng Alat
Tapping Box dan Informasi
untuk melakukan menitoring
penggunaan alat Taping Box
setiap har{

Disposil

15 Menit

Disposisi

Melakukan monitering

pangguraan alat tapping bax
dan menyampaikan datd

penggunaan alat tapplng bex

Disposist

2 Jam

Bahan Laporan

Merrverifikasi data panpgunaan
alat tapping hox dan melaporkan
kepada Kabid

reeeamemmtes

np_nvuamuzz-nas_x:unau
box

1Jam

Dafa penpgunaan afat
tapping box

Memerintahkan untuk melakukan
poninfauar lapangan atas statue
alat tapping box yang
bermasslah sarta menugaskan
untuk melakokan pengendalian
penggunaan alat tapping box

Data penggunaan alat tapping
box

1 Jam

Divposisi

WMemerintabkan Pengel¢la Data

infe 1/ Petugas Mosltoring
Alat untuk melakukan paninjaan

lapangan.

Disposisi

15 menit

Disposist

Pengalcla Data Informatl /
Petirgas Monitoring Alat
metakukan peninjavan lapangan
dan mefaporkan hasll peninjavan

Dispostsi

1 Hari

Laporan pelaksanaan
pentnjanan lapangan




Ne

Keglatzan

Pelaksana

Mutu Baku

Kabid Pengendalian dan
Panagihan Pajak Dasrah

Kagubbid Pangendallan dan Pen
Pajak Daorah Il

Pengolah Data dan
Informasi / Patugas
Monitoring Alat Tapping
Box

Pilak Penyedia Alat
Tapping Box

Kelenpkapan

Wakiy

Qutput

et

Memverifikasi laporan hasll
peninjauan lapangan,

dasarkan alasan stafus alat
tapping hox offiine atau Inactive.
Apabila karena keruszkan alat,
maka malaporkan ke pihak
penyed, tapt apabila karena tidak
digunakan, maka akan
menerbltkan Surat Teguran

Alat rysak

Laporan pelaksanazn
peninjauan lapangan

1Hard

Laporan

Pihak ketiga manindakdanjutl
laporan alat rusak dan
manyampaikan laporan has
tindak lanjut

Lagoran

1 Harl

Laporan

1

Menerbitkan Surat Teguran 1/
Suraf Teguran 2

s anen

Laporan pelaksanaan
peninjauan lapangan

1Hati

Surat Teguran 4,
Surat Teguran 2

1

Mernverifikasi dan manystuful
penerbitan Surat Toguran 1/
Surat Teguran 2 f Surat Teguran 3

Surat Teguran 1, Surat Teguran
2

idam

Surat Teguran 4,
Surat Teguran 2

12

Momerfrtahkan Pengelola Data
Informasi f Petugas Moditoring
Alat untuk memyampaikan Surat
Teguran 4fSurat teguran 2

Surat Teguran 1, Surat Teguran
2

1Had

Disposist

it

Pangolah Data Infarmas
menyampaikan surat ke WP dan
molaporkan daty pengeranaan
alat Eapping box kepada
lezsubbid

Swrat Teguran 1, Surat Teguran
2

tHari

laporan

14

Mermverifikasi laporan
penpgukaan alat tapping box
dan laporan tindak fanjut

I alat.

Alat Rusak/ Alst

Laporan

3dam

Laporan




No

Kegiatan

Mutu Baku

Kabid Pengendalian dan
Penagihan Pajak Daerah

Kasubbid Pengendalian dan Penagihan

Pengolah Data dan
Informasi I Petugas
Monitoring Alat Tapping
Box

Pihak Penyedia Alat

Kelengkapan

Qutput

15

Melaporkan kepada Kabid untuk
menerbitikan Surat Teguran 3 dan
Penempelan Stiker

Laporan

15 Menit

Laporan

18

Kabid memerintahkan untuk
menerbitkan Surat Teguran 3 dan
berkoordinasi dengan aparat
Penegak Perda untuk melakukan
penempalan stiker

Laporan

1Jam

17

Kasubbid koordinasi dengan
aparat penegak Perda untuk
penempelan stiker dan
menerbitkan Surat Teguran 3

Disposisi

1 Hari

Surat Teguran 3

Penyampaian Surat Teguran 3
dan Penempelan stiker bersama
penegak Perda

Surat Teguran 3

1 Hari

laporan

Melaporian hasil

Laporan

.\\l]l.r:.,

P —




STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGENDALIAN PELAPDRAN PENGAMBILAN AIR TANAH

No

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Bzku

Kabid Pengendalian dan
Penagihan Pajak Daerah

Kasubbld Pengendalian dan Penaglhan
Pajak Daerah |

Petugas dan Pengolah
Data dan Informasi

Kelengkapan

Waktu

Output

Kat

Memerintahkan Kasubbid untuk
menghimpun datt pemakalan air,
tanah per WP

__smzamnm_az vn.qmmm_%m:mu:
untuk menghimpun data

pemakalan air tanah per WP

Menghimpun dan mengolah
tata pemakatan alr tanah dan
melaporkan ke atisan

Memuverifikasi data laporan
petugas lapangan dan
Memerintahkan Pengolah Data
dan Informasi unfuk membuat
Rekap Pemakalan Alr Tanah per
WP

Merelap Data Pemakaian Air
tanah dan melaperkan keatasan

Melaporkan Data Pemakalan Agr
tanah keatasan

1
i
1
3
1
!




Pelaksana

Mutu Baku

No Kegiatan . Ket
Kabicl Pengendalian dan Kasubbid Pengendalian dan Penagihan | Petugas dan Pengolah
Penayihan Pajak Daerah Pajak Daerah | Data dan Informasi Kelengkapan Waktu Output
Memeriksa Laporan data !
Pemakaian Air Tanah dan i
menyampaikan ke Bidang
Perhitungan dan Penetapan

7 |pajak Daerah untuk diterbitkan

SKPD




STANDARD OPERASIONAL PROSEDLIR (SOP) PENGENDALIAN REKLAME HABIS MASA TAYANG

Pelahaana Mutu Baky
No Keglatan Ik ; Hat
{abid Pengendalian dzn Kasubbld Pengindalian dan Penaglhan Pengolah Data dan . .
Peragihan Pajah Daereh Pajok Daerzh | Taformas Petugis Penagih Pajak Ke'enghapan Wa'du Qutput
Mameriatahkan Kagubbid antuk
manghimpun data Reklime yang
telah jatuh
1 Agynda Kerja 15 Nenit Disposisi
R
Memeriztahkan pargolah data i
untuk manghimpun datd reklame i
yang telah jatuh fampo
2 [isposisi 15 Henit Dispesls!
[ N
Mangelah data reklama yang letah
Jatuh terrpe dan menyampaikan
kepada ntasan
3 fisposs! 3 Jam Daty Rektame Jatul
Tempo
Momverfikasi dala reklime yang I
talah jatuh tempo dan
menyampalkan kepada Kabid y
4 Data Reklame Jatiuh Tempo fum | Do Roklamo Jte)
smpo
Mameristahkan Kasubbid untuk PO PSS
malaksanakan pangendilian
5 Data Rekiame Jatuh Tempo 15 Henit Disposisi
Membuat surat pemberilahuan
Jatuh torapo kepada walib pajak
dan momerdntahkan petigas
g |uaivk manyampaikan LDisposisl 3dam Surat Pemberitabuat




Pelaksana Mutu Baku
-
Ket
e gl Kabid Pengendaiian dan Kasubbid Pengendalian dan Peiragthan PeRgosh Ditadan Petugas Penagih Pajak Ke engkapan Wastu Output
Penagihan Pajak Daerah Pajik Daerah | Informasi
Menyampaikan surat
|pemberi:ahuan jatuh tempo
|kepada INP a
Surat Permberitahuan A Hari Data rekap konfirmasi
7 wp
Merekap data konfirmasi WP
apakah reklame diperpanjang
atau tidak diperpanjang dan
menyampaikan data kegada i
g [dasan Data rekap konfirmasi Wi 3 Jam aa _.nrnﬂ__wo-_:_._.:u
Memverifikasi data berdasarkan
konfirmusi WP
" Data reksp konfirmasi Wp 2 fam Data -oru.“ __”.o..:::gn
tidak
Menyampaikan data WP yang
tidak memperpanjang masa
tayang Fieklame kepada atasan si
10 Data rekap konfirmasi Wi 15 Menit bata iuﬂﬂoi_zzs
Memerintahkan Kasubbid untuk
|mengendalikan Reklamé yang
tidak memperpanjang tetapi Butnrelas kcahtimaol
11 |masih terpasang Data rekap konfirmasi Wi 15 Menit -ﬂvu
Menyampaikan WP yang)
mempendanjang masa tiyang
reklame dan data WP yang tidak i
memperpanjang masa tityang
12 [Rekdame tapi masih terpasang _ Data reksp konfirmasi WP
kepada Bidang Perhitungan dan
Penetapan untuk diterbitkan
|ketetapan

" ._:w Csam Muda a<_.nv
me.BoSm 199711 1 001
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PENGENDALIAN REKIANME BARY YANG TELAH TERPASANG DAN BELUM MENYELESAIKAN KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN REKLANE

STANDAFD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP}

Pelaksana HMufa Baku
No Keglatan Kasid Pen
gendalisn dan . Pengalah Data dan 1
Pesagihan Pajak Daeral Kasnbbid Pangendalian dan Penagilan Pajak Daerali | Ihformati Potugas Penugih Pajak Kelengkapan Wakty Outpy
Memerintahkan Kasubbld untuk
menghimpen dan manelusurd
data Rellams yang telah talah
{ [terpasang tetapl tidak memenubi Agenda Kerja 15 Henlit Digpon'si
keowa]iban panyslenggaraan
reklamenya .
Memeriatahkan petugas untuk
melakukan pengawasan terhadap
reklame yang telah terprsang
tetapi ticialy memenuhi kewajlban
2 |penyelenggaraan reklamenya Disposia 15 Manit Dispouisi
B R C
Melaksanakan pengawain i
terhadap reklame yany ferpasang|
tetapd Belum memenuhl
3 |kewsjibanmya dan Disposlal A had _ﬂuo_.»_._ _._u-n_h_
manyampalian laporan ke angawk
pengolah data dan Informasi
Py Ty |
Membuat data reklame yang
Herpasang tetapi betum
memennhi kewalibannya nﬂa aznanaw.“h_n
berdasarkan hasil pangiwasan Luporan hasil Peigawagan dam fpasang
4 dan menyampatkan ke stasan " pawas wﬂuﬂ-ﬂ_ﬂ“::ﬂ_“_“___
Mermverifikasi data reki4ma yang
terpasang totapl balum _
memanuhi kewajibannya dan data refdame yang lerpasang n“n ﬁmnawﬁ___m
5 |menyampaikan ke atasan letapi belum mamenuhi 1Jam rpasang l¢'ap
Kewsjibaniya belum memenuhl
kewa[ibannya
w
Memerietahkan Kasubbld untuk e e e e .k
relaksanskan pangendalian atas
reklame yang terpasang tetapl dala rekdams yang terpasang
g [belummemenuhl kewajibannya tetapi belum mamenuhl 1 Jam Disposisi
kewa[ibanrya




Pelaksana Mutu Baku

L Keglatan Kabid Pengendalian dan

Penagihan Pajak Daerah

Pengalah Data dan

Kasubbid Pengandalian dan Penagiban Pajak Daerah | Informasi

Petugas Penugih Pajak Kelengkapan Waktu Output

Membuat Surat Pemberitahuan
Kewajiban Penyelenggaraan
Reldame

Disposisi 3 Jam Surat Pemberitahuan

Menyampaikan Surat
Pemberitahuan kewajibin
penyelenggaraan reklame dan
menyampaikan hasil kepada
g |[atasan Data rekap Hasil

Konfirmasi

Surat Pemberitahuan 1 hari

Memverifikasi data berdasarkan
konfirmysi WP tidak
Data rekap Hasil

Dita rekap Hasil Konfirmasi 2 Jam Konfiral

Membuat daftar reklame untuk
dilakukan penertiban bersama
aparat penegak perda din

menyampaikan kepada atasan ey

Konfirmasi

Dita rekap Hasil Konfirmasi 1jam

Membuat daftar reklame untuk
dilakukan pendataan sebagai
wajib pajak dan menyampaikan

kepada atasan

Data rekap Hasil

Dita rekap Hasil kKonfirmasi 1jam Konfirmasi

Menyampaikan daftar reklame
untuk diakukan pendatiian dan
pendaftiran sebagal waiib pajak
kepada l3idang Pendaftsran Pajak
Daerah tlan bersama katiubbid

10 berkoordinasi dengan aparat

panegak perda untuk mal
penertiban

Dsta rekap Hasil konfirmasi 1jam

T e TRBNPATEN TANAH LAUT,

o ORIEVONY, S STP_ M. 8i

* .
7y, N~ Pdmbina Utama Muda (IVic)
4y n oAS NI, 19790928 199711 1 001




STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGENDALIAN PELAPORAN PBE-P2

Pelaksana

Mutu Baku

Kabld Pengendalian dan
Penagihan Pajak Daerah

Kasubbld Pengendalian dan Penagihan

Pajak Daerah |

Pengolah Data dan Informtasi

Petugas Penaglh
Pajak/Kolekior PBR P2

Kelengkapan

Cuiput

Mametintahkan Kasubbid untuk
menghimpun laporan hasil
penaglhan PBB P2

Agenda Kerfa

15 Menit

Disposisi

Berkoordinasi dan meminta data
hasil penaglhan FBH P2

Disposisi

Kooriinus

Menyampaikan data hasil
penagihan PBB P2

Koordinasi

data hasll penagihan

Mamverifikasi data hasil
penaglhan PBB P2 dan
memerintahkan membuat rekap
hasil penagihan PBE P2

data hasil panagihan

Disposisi

Membuat draft rekap hasil
penagihan PBB PZ dan
menyampaikan ka atasan

Disposis

Laporan relap hasil
penagihan PBB P2

Mamvesifikasl draft rekap hasll
penaglhan PBB P2 dan
rmenyampaikan kepada atasan

tidak sesual

Laporan rekap hasil penaglhan
PBBE P2

Laporan rekap hasll
penagihan PBB P2




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kabid Pengendalian dan | Kasubbid Pengendalian dan Penagihan Pengolah Data gan Informasi Petugas Penagih Kel Waktu Output
Penagihan Pajak Daerah Pajak Daerzh | ongotah Uiy " Pajak/Kolektor PBE P2 ngiapaa :
7 |Memerintahkan untuk
mendokumentasikan laporan
hasil penagihan

Laporan rekap hasil penagihan
PBB P2




STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

Polaksana Mg Bakil

No Kegiatan
Kepala Badan i e B ﬂ._._u....&?iinﬂ_.!ii Petugas | Pomeriksa Pajak Kelangkapan Waldu Output

Memerintahkan untuk
menghimpun daftar WP yang
tidak melaporkan SPTPD dan
1 |daftar WP yang diduga
pembayarin pajak tidak sesai

Agenda kerja 15 Menit Disposisi

Menghimpun daftar WP yang
tidak melayarkan SPTPD dan
daftar WP yang diduga

2 |Pembayarin pajak tidak sesiai

Disposi#i 3 Jam Daftar WP
dan menyimpaikan ke atasa

Memverifilasi daftar WP yang
tidak melaparkan SPTPD dan
daftar WP yang diduga
pembayarun pajak tidak sesvai
dan menynmpaikan ke Kepala
3 |Badan untuk bahan
pertimbangan melaksanakar
pemeriksain

Daftar WP 1Jam Daftar WP

Memerintahkan Petugas |
|Pemerikss Pajak unbuk
molaksanakan pemeriksaan pajak
Daftar WP 1Jam Disposisi

Melsksanakan pemeriksaan pajak
_iﬂg!iq-:nE
melaporkin SPTPD dan daftar
WP yang tiduga pembayaran

5 |pajok tidak sesuai serta
melaporkan kepada atasan

Laporan Hasil
Dispositi 7Hai Pemeriksaan

Laporan Hasil Pemerikssan 1.Jam Disposisi

1 L e N
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STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH

Kegiatan Kasubbid KABID | Kaban SKPD Kepala Daerah Output waktu KET
TERKAIT
4 Dokumen dalam bentuk
. taporan Ditaksanakan oleh
"B.' gevolues -Realisasi per jenis pajak 1hari  |BAPENDA dan SKPD
Kinagje ' atnm Lalu -Analisis kendala & fterkait
. I ] !
(" u Kertas kerja yang
Menghimpun disutkan oleh SKPD
usulan SKPD & terkait berupa Basis data | m":::'m
Perhitungan realisasi pajak/retribusi i
t 2 terkait
Potensi dan Tren historis
N pertumbuhan
Memproyeksikan
Pendapatan dalam
hal Proyeksi Target |Dilaksanakan oleh
- menghitung Penerimaan Pendapatan | 2 minggu |BAPENDA dan SKPD
estimasi Daerah terkait
-Menetapkan
asumsi / proyeksi
N Surat ke Bapperida dan
BPKAD berdasarkan hasil
Melaksanakan rapat dengan SKPD dalam
Penyusunan bentuk | 4 eminegu Dilaksanakan oleh
Usulan Target Per jenis pajak/retribusi B8Y  |nAPENDA
Pendapatan -Pembahasan internal
_/) -Menyampaikan ke TIM
RKPD
\ Disepakati dengan SKPD
Melaksanakan dan Banggar &
Pembahasan Mensingkronisasikan 3 bulan
dengan TAPD dengan KUA-PPAS dan
APBD
v
SK Bupati terkait
penetapan target
Menetapankan Target penerimaan pajak daerah 1 harl
Pendapatan dan retribusi daerah dan
juga sebagai kelengkapan
berkas Raperda

_—KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 RABUPATEN TANAH LAUT,

AMORIS EVONY, S. STP, W, Si
3 ~_-Pembina Utama Muda (IV/c)
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STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH

PELAKSANA

Mutu Baku

Kasubbid KABID

Kaban

Ket

SKPD TERKAIT Output waktu

/|

Laporan Bulanan
- Realisasi bulanan

Dokumen
dalam bentuk
laporan

Dilaksanakan cleh
1 hari BAPENDA dan SKPD
terkait

bulanan

X

Laporan Triwulan
- Rekap triwulan

sebagai bahan dan
laporan

1 hari mengetahui tren

krnian kenaikan

laporan

Laporan Semesteran
- Bahan LPPD, LKPD

semesteran
untuk bahan
evaluasi
Proyeksi

1 hari

Perubahan

Laporan Akhir Tahun

- Realisasi akhir

- Evaluasi tahunan

™~
dokumen
laporan

i N 1 hari
realisasi

tahunan

; s BADAN PENDAPATAN DAERAH
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STANDARD OFERASIONAL PROSEDUR (SOF) PEMBINAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pelaksana Mutu Baku
(Pilihan)
No| Uraian Kegiatan Inspektorat / Kelangkapa Ket
Pelaksana | Kasubbid Kabid Satpol PP dan Kaban 3 Waktu Output
Damkar /
SKHPD terkait
1 |Melakukan kunjungan Alat 1 Hari Kerja Dokumentasi |Dilaksanakan oleh
lapangan pengelolaan Transportasi kegiatan Bapenda atau
Pajak Daerah / dan ATK bersama-sama
Retribusi Daerah dengan SKPD
terkait lainnya
2 [Membuat Draft ATK 1 Hari Kerja |Draft Laporan
laporan/ Nota Dinas/ Kegiatan /
Surat KeluarTindak Draft Nota
lanjut hasil kunjungan Dinas / Draft
lapangan pengelolaan Surat Keluar
Pajak Daerah / vang telah
Retribusi Daerah diparaf
3 [Menandatangani ATK 1 Jam Laporan
laporan / Nota Dinas / Kegiatan /
Surat Keluar hasil Nota Dinas /
kunjungan lapangan Surat Keluar
pengelolaan Pajak Yang Telah
Daerah / Retribusi ditandatangan
Daerah i
4 |Melaksanakan Alat 1 Hari Kerja  |Koordinasi/
pembinaan Transportasi Menyampaika
berdasarkan hasil 4 dan ATK n Laporan
kunjungan lapangan / Kegiatan/

permasalahan

Nota Dinas/
Surat Keluar
berdasarkan
kunjungan
lapangan
pengelolaan
pajak daerah
dan retribusi

* {EPALABADAN PENDAPATAN DAERAH




STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR ({80P) PELAYANAN PORPORASI

Pelaksana Mutu Balu
Kabid Perencanaan,
Uraian Keglatan Pelaporan Pendapatan Kasubbid Petugas SKPD Pengelola Ket
adan elanghka Wakitu t
Kepela B Daexah dan Pembinaan PAD Porporasi Retribmsi K pan Outpu
Pembinzan PAD
Badan Pendapatan ’ 15 Menit
Daerah selaku pengelola
Pendapatan Daérah MuLAI
menerima SPP dari
BKPD / Pengelola Pajak
Swasta untuk
dipotporasi
Mendisposisi Surat Lembar Disposisi |15 Megit Surat
Permintaan Porporasi anﬁm% "
orporasi yan,
> L. e telah
_ didisposisi
Meneliti kesesunian SPP dan Karcis 30 Menit Surat
jumlah yang akan yang akan Permintaan
diporporasi dengan diporporasi Porporasi yang
jumlah yang tercantum telah diteliti
- ]
Melakukan Porpiorasi 3 Hari Kerja Karcis yang %WWE yang
sesuai dengan jumliah telah iperlukan
yang tercantum pada 3 diporparasi w._na%nmcmmﬁn
SFP. _ engan
banyaknya
jumlah karcis
Badan Pendapatan 30 Menit Konsep Berita
Daernh membuat Acara $erah
Konsep Berita Acara — Terima
Penyerahan/
Penerimaan
karcis/ tiket/ kuitangi
Mencliti kesesuhpian 30 Menit Berita Acara
beritn acara dengan SPP ¥ Serah Terima
“ ‘ dan SPP yang
telah diteliti




Kabid Perencanaan,

No| Uraian Kegiatan Pelaporan Pendapatan Kasubbid Petugas SKPD Pengelola Ket
epala Badan elangkapan Waktu tput
K Daerah dan Pembinaan PAD Porporasi Retribusi o Outpw
Pembinaan PAD
6 [Menandatangani Berita 30 Menit Berita Acara
Acara Serah Terima Serah Terima
Porporasi dan yang sudah
_‘ u D ditandatangani
“Fl —
1
I
7 |Menyerahkan 15 Menit karcis/tiket/k
karcis/ tiket/ kuitansi uitansi dan
dan Berita Acara Serah Berita Acara
Terima Karcis Porporasi Serah Terima
Karcis
Porporasi
8 |Mengarsipkan Berita 10 Menit Arsip

Acara Serah Terima dan
Surat Permintraan
Porporasi

v
SELESAI
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